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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

▪ Kegiatan   : PENILIKAN KE-4 S-PHPL 

▪ Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT ADITYA KIRANA MANDIRI 

▪ Tanggal Audit  : 5 – 9 Juli 2021 

 

I. IDENTITAS LPPHPL 

 

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 

4. Nomor Telpon 

Email 

: 0541-747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

5. Direktur : Ir Kurnia, IPU 

6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit) 

b) Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Auditor PHPL Prasyarat) 

c) Ir. Amin Kadeni  (Auditor PHPL Produksi) 

d) Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor PHPL Ekologi) 

e) Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor VLK Hutan) 

7. Pengambil 

Keputusan 

: Ir Kurnia, IPU 

 

II. IDENTITAS AUDITEE 

 

1. Nama Unit Manajemen : PT ADITYA KIRANA MANDIRI 

2. Alamat Kantor : Jl. Purworejo No. 24 Menteng - Jakarta Pusat 

3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alamn (IUPHHK-HA) 

4. SK IUPHHK- HA  : No. 862/Kpts - VI/1999 Tanggal 12 Oktober 1999 

5. Luas dan Lokasi   42.700  Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

6. Pengurus Perusahaan  Komisaris Utama :  Erwan Soekardja 

Direktur Utama :  H. Djohansyah Ramlie 

Direktur :  

1. Elsandria Rendrata 

2. Arya Setyaki  

3. Ade Firmansyah 

7. Nama MR Auditee : Rudiansyah, S Hut 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHPL 

Audit dilakukan dengan cara remote audit  (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan : 

 

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian 

Waktu : 5 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan 

BPHP Wilayah XI Samarinda. 

b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 

13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Aditya Kirana Mandiri. 

 

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan 

Waktu : 5 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Aditya Kirana 

Mandiri. 

b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan 

jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan 

ketentuan-ketentuan lainnya terkait  proses audit. 

c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara 

elektronik. 

 

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 

Waktu : 6 – 9 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai 

Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap 

kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir. 

b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai 

Lampiran 2.2  Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap 

kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir 

c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, 

menggunakan room yang berbeda : 

1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan 

2) Room 2 untuk kriteria produksi 

3) Room 3 untuk kriteria ekologi 

4) Room 4 untuk kriteria sosial  

d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap 

dokumen dan laporan kegiatan UM. 

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : 

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil 

kegiatan/fungsi alat. 

b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / 

pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. 

e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat 

menggunakan checklist. 

f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording) 
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PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan 

Waktu : 9 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Aditya Kirana 

Mandiri. 

b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya 

proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan 

sementara hasil penilaian kinerja PHPL. 

c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik. 

 

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian 

Waktu : 9 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan 

BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda. 

b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang 

diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan 

kegiatan sertifikasi selanjutnya. 

c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik. 

 

6. Tahapan : Pengambilan Keputusan 

Waktu : 29 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: Hasil keputusan Penilikan Ke-4 S-PHPL, ditetapkan : 

1. PT Aditya Kirana Mandiri dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL. 

2. Predikat, SEDANG (berubah); 

3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari 

tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan 14 Agustus 2023; dan 

4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua 

belas) bulan. 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut : 

 

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT 
 

1. Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

1. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas(PP/SK IUPHHK-HA, Pedoman 

TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta 

TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa dokumen legal yang dimiliki oleh PT Aditya 

Kirana Mandiri sudah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil verifikasi 

dokumen penataan batas diketahui bahwa batas areal kerja IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri 

sudah seluruhnya dilakukan penataan (sudah TEMU GELANG) tetapi dokumen administrasi tata 

batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas 

yang telah dilakukan, antara lain tidak terdapat SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan 

Areal Kerja dari KLHK. 

2. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan verifikasi dokumen tata batas, diketahui bahwa realisasi tata batas areal kerja 

IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri sudah mencapai 100 % (TEMU GELANG) dengan panjang 

total 188,38 km, tetapi sampai dengan pelaksanaan penilikan ke-4 SK Penetapan Areal Kerja dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terbit. Tidak ditemukan dokumen laporan 

pemeliharaan batas selama periode audit (1 tahun terakhir), dan sulitnya mendapatkan foto-foto 

tanda-tanda batas lapangan menunjukkan PT Aditya Kirana Mandiri dalam 1 tahun terakhir tidak 

melakukan kegiatan pemelihaan batas. 

3. Verifier 1.1.3 : Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada areal kerja IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri tidak terdapat konflik batas dengan pihak 

lain. Sungguhpun demikian PT Aditya Kirana Mandiri berupaya mencegah terjadinya konflik 

dengan cara melakukan monitoring dan identifikasi (potensi) konflik secara terus menerus serta 

melakukan pemetaan lokasi potensi konflik dan melakukan pemasangan papan 

himbauan/larangan terkait okupasi lahan. 

4. Verifier 1.1.4 : Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal 

kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi 

Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran SK No. 718/Menhut-II/ 2014 tanggal 

29 Agustus 2014), pada areal IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri terdapat perubahan fungsi 

kawasan yaitu perubahan dari HPT menjadi APL seluas ± 4.861 Ha. Perubahan fungsi kawasan 

tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan perencanaan (revisi RKUPHHK-HA 

Periode 2012 – 2021). 

5. Verifier 1.1.5 : Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar 

sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Applicable). 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan data monitoring luas perladangan tahun 2021 per 30 Juni 2021, di dalam areal 

IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri terdapat 18 lokasi perladangan yang tersebar di 5 (lima) 

desa yaitu Desa Long Suluy, Desa Long Lamcin, Desa Long Pelay, Desa Long Keluh dan Desa 

Long Duhung, dengan luas total 1.887,83 Ha. Upaya yang dilakukan oleh PT Aditya Kirana 

Mandiri dalam mencegah meluasnya areal perladangan tersebut adalah melakukan monitoring 

okupasi lahan/perladangan dan membuat peta deliniasi perladangan serta memasang papan 

larangan berladang di dalam areal IUPHHK-HA, tetapi belum dilaporkan kepada instansi terkait 

secara rutin. 

6. Verifier 1.1.6  Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK 

 Bobot  Dominan 

 Nilai  Baik 

 Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Di dalam areal IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri terdapat penggunaan kawasan di luar 

kegiatan IUPHHK (Areal Potensi Konflik Tenurial) berupa Perladangan Masyarakat dengan luas 

total 1.887,83 Ha (4,42 % dari luas areal IUPHHK yaitu 42.700 Ha). Dengan demikian maka 

penguasaan areal IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri yang bebas dari potensi konflik tenurial 

adalah seluas 40.812,17 Ha (95,58 % dari luas areal IUPHHK / > 80 %). Upaya yang dilakukan 

untuk mencegah konflik tenurial antara lain dengan melakukan monitoring dan identifikasi 

potensi konflik secara terus menerus diantaranya dengan melakukan monitoring luas areal 

perladangan di dalam areal IUPHHK, melakukan pemetaan lokasi potensi konflik tenurial dan 

melakukan pemasangan papan himbauan dan papan larangan penggunaan kawasan tanpa izin 

di dalam areal IUPHHK. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 85,18%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.  

 

2. Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta 

Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki dokumen Visi dan Misi Perusahaan yang sesuai dengan 

kerangka PHPL dan disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama serta telah 

disosialisasikan kepada karyawan PT Aditya Kirana Mandiri dan pernah juga dilakukan sosialisasi 

kepada masyarakat desa binaan/desa terdampak kegiatan IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri, 

tetapi selama periode Audit (Juli 2020 – Juni 2021) tidak dilakukan sosialisasi kepada 

masyarakat. 

2. Verifier 1.2.2 : Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Implementasi PHPL PT Aditya Kirana Mandiri sebagian telah sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan.  Implementasi PHPL yang belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi PT Aditya 

Kirana Mandiri antara lain keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan 

sesuai dengan ketentuan, realisasi pemanenan yang hanya mencapai 8,75 %, masih terdapat 

perladangan di Kawasan Lindung, sarana dan prasarana serta SDM Damkarhutla di lapangan 

belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PermenLHK Nomor : 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016), pemenuhan terhadap dokumen lingkungan masih belum 

sesuai dengan SOP atau ketentuan yang berlaku, masih terdapat gangguan pada flora dan fauna 

yang dilindungi, kersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih perlu 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

ditingkatkan, PT Aditya Kirana Mandiri baru sebagian mengimplementasikan kegiatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.  

 

3. Indikator 1.3 : 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung 

Pemanfaatan, Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 

 

1. Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang 

kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri memiliki Tenaga Teknis PHPL (Ganis PHPL) pada sebagian bidang 

kegiatan yaitu Ganis PHPL Cannhut, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL PKB-R, sedangkan 

Ganis PHPL KURPET dan Ganis Nenhut tidak tersedia. Jumlah Ganis PHPL yang dimiliki oleh PT 

Aditya Kirana Mandiri sebanyak 6 Ganis PHPL (67 % dari standar kebutuhan Ganis sebanyak 9 

orang menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 

P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015), tetapi terdapat 2 (dua) bidang kegiatan 

PHPL yang kosong yaitu Ganis PHPL Kurpet dan Ganis PHPL Nenhut, dan masih kekurangan 1 

(satu) Ganis PHPL Binhut. 

Ganis PHPL hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan, maka untuk Verifier 1.3.1. diterbitkan 

Laporan Ketidaksesuaian (LKS) pada tanggal 9 Juli 2021 untuk menyediakan kekurangan Ganis 

PHPL Kurpet dan Ganis PHPL Nenhut. Auditee melakukan tindakan perbaikan yaitu mendaftarkan 

2 (dua) orang karyawan pada diklat Ganis PHPL yakni Ganis PHPL Kurpet 1 (satu) orang dan 

Ganis PHPL Canhut 1 (satu) orang. Bukti perbaikan berupa Surat Direktur PT Aditya Kirana 

Mandiri No. 031/AKM-IV/07.21 tanggal 12 Juli 2021 perihal Permohonan Diklat Ganis PHPL 

Perencanaan Hutan (Canhut), Pengukuran dan Perpetaan (Kurpet), Pembinaan Hutan (Binhut) 

An. PT Aditya Kirana Mandiri yang ditujukan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda dengan 

tembusan kepada Ketua APHI Komda Kalimantan Timur. Namun LKS tidak dapat ditutup karena 

Auditee belum dapat menyediakan Ganis PHPL sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 1 (satu) 

orang Ganis PHPL Kurpet dan 1 (satu) orang Ganis PHPL Nenhut. Dengan demikian maka 

Verifier 1.3.1. bernilai Buruk. 

2. Verifier 1.3.2 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Aditya Kirana Mandiri tahun 2020 adalah sebesar 

78 % dari rencana (realisasi 14 dari rencana 18 peserta), tetapi belum sesuai dengan 

kebutuhan Ganis menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 karena belum merealisasikan 

pelatihan Ganis PHPL Kurpet dan Ganis PHPL Nenhut yang belum tersedia serta Ganis PHPL 

lain yang masih kurang. 

3. Verifier 1.3.3 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Secara umum PT Aditya Kirana Mandiri belum menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif 

dalam pengelolaan ketenagakerjaan, ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di lapangan dan 

kelengkapan personil belum tersedia secara lengkap khususnya personil tenaga teknis PHPL di 
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PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 
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 lapangan, tidak ditemukan laporan bulanan tenaga kerja, serta tidak tersedia Dokumen Wajib 

Lapor Ketenagakerjaan Tahun 2021. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 60,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

  

4. Indikator 1.4 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA 

 

1. Verifier 1.4.1 : Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan oleh Direksi 

dengan SK No. 06/AKM-Ia/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi 

Perusahaan PT Aditya Kirana Mandiri. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami perubahan 

dengan Surat Keputusan Direktur PT Aditya Kirana Mandiri Nomor 015/AKM/VII/2021 tanggal 20 

Mei 2021 tentang Struktur Organisasi Perusahaan PT Aditya Kirana Mandiri Tahun 2021. Stuktur 

Organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL karena terdapat bagian/seksi yang 

menangani kegiatan produksi, lingkungan dan sosial, tetapi belum didukung dengan 

ketersediaan tenaga teknis yang memadai. Dengan demikian maka efektifitas organisasi belum 

dapat berjalan dengan baik. 

2. Verifier 1.4.2 : Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT Aditya Kirana 

Mandiri telah memiliki peralatan pendukung kegiatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) beserta 

tenaga pelaksananya, serta telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen dan kegiatan 

IUPHHK-HA, tetapi belum sepenuhnya berjalan lancar, seperti laporan-laporan kepada instansi 

terkait belum disampaikan secara rutin dan terdapat ketidaklancaran dalam pemenuhan data 

pada pelaksanaan audit penilikan ke-4 ini. 

3. Verifier 1.4.3 : Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan 

kepatuhan pengisiannya 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen 

pada KLHK yang ditunjuk oleh direksi yang terdiri dari Operator SIPUHH Online, Operator 

SIPNBP, Operator E-Monev, Operator SIPT, Operator SIPONGI, Operator SIGANISHUT dan 

petugas Tata Usaha Kayu.  Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC 

Prasyarat serta masukan dari Subdit BPHP Wilayah XI Samarinda, PT Aditya Kirana Mandiri 

belum sepenuhnya patuh melaksanakan kewajiban dalam penerapan SIM pada KLHK sesuai 

dengan ketentuan, antara lain belum mengisi data E-Monev yang lengkap secara rutin. 

4. Verifier 1.4.4 : Keberadaan SPI/Internal Auditor dan efektifitasnya. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki Organisasi SPI yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan 

dan kegiatan internal audit telah mencakup seluruh bidang kegiatan PHPL mencakup 5 (lima) 

kriteria penilaian yaitu Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK, tetapi masih terdapat 

aspek/tahapan kegiatan yang tidak menjadi temuan SPI seperti capaian produksi yang masih 

rendah (8,75%).  Dengan demikian maka kegiatan SPI belum berjalan dengan efektif untuk 

mengontrol seluruh tahapan kegiatan. 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 8 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

5. Verifier 1.4.5 : Keterlaksanaan Tindak Koreksi dan Pencegahan Manajemen Berbasis Hasil Monitoring dan 

Evaluasi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi manajemen dan pencegahan manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi. Tetapi terdapat beberapa kegiatan IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri 

yang tidak menjadi temuan SPI tetapi perlu untuk tindakan perbaikan sebagaimana diuraikan 

pada verifier 1.4.4, antara lain realisasi pemanenan yang hanya mencapai 8,75 %. Selain itu 

terdapat beberapa temuan SPI yang belum ditindaklanjuti seperti keberadaan Ganis PHPL yang 

belum memenuhi standar kecukupan, sarana-prasarana dan SDM dalkarhutla yang belum sesuai 

dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

5. Indikator 1.5 :  

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan 

proses dan diseminasi isi kandungannya 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan sosialisasi RKT tahun 2020 dan 2021 kepada 2 (dua) 

desa terdampak kegiatan RKTUPHHK, yaitu Desa Long Keluh dan Desa Long Duhung, dan telah 

mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. 

2. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sosialisasi CSR/Kelola Sosial telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari seluruh 

masyarakat desa terdampak kegiatan RKT 2020 dan 2021 yaitu Desa Long Keluh dan Desa Long 

Duhung. 

3. Verifier 1.5.3 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sosialisasi Kawasan Lindung telah dilakukan dan mendapat persetujuan dari sebagian 

masyarakat desa terdampak kegiatan IUPHHK yaitu Desa Long Keluh dan Desa Long Duhung, 

sedangkan masyarakat Desa Long Lamcin dan Long Suluy selama periode audit tidak 

dilakukan sosialisasi. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.5 

: BAIK  dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI 
 

6. Indikator 2.1 :  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

  

1. Verifier 2.1.1 : Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh 

pejabat yang berwenang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM selama periode penilaian telah melaksanakan 1 (satu) kali pelaksanaan IHMB untuk periode 

2012 – 2021, sebagai dasar penyusunan dokumen rencana jangka panjang. Dokumen jangka 

panjang yang telah disetujui sampai dengan periode penilaian yaitu:  

1. Dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 

SK. 20/BUHA-2/2012, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh 

Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Aditya Kirana Mandiri di Provinsi 

Kalimantan Timur, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan ditetapkan di 

Jakarta pada tanggal 10 Februari 2012 A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha 

Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam ttd Ir. Awriya Ibrahim, M.Sc (NIP. 19600106 

198703 1 001). 

2. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 4146/menLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2016, tentang 

Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam 

Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 

2012 – 2021 Atas Nama PT Aditya Kirana Mandiri di Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2021 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016 

A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ttd. Direktur Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari Ida Bagus Putera Parthama (NIP. 19590502 198603 1 001).  

Revisi dilakukan karena di dalam areal kerja IUPHHK-HA ini terjadi perubahan Fungsi Kawasan 

Hutan, yaitu dari areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 4.750 Ha berubah menjadi 

Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga luas areal efektif untuk unit produksi menjadi 

berkurang karena kawasan APL tersebut diperuntukan untuk kegiatan lain di luar sektor 

kehutanan. 

3. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor: SK. 6572/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020, tentang Persetujuan Revisi Rencana 

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis 

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT 

Aditya Kirana Mandiri di Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sampai dengan tanggal 31 

Desember 2021 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2020 A.n. Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd. 

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM. (NIP. 19640930 198903 1 001) 

Revisi diajukan dikarenakan factor manusia, adanya gejolak social masyarakat yang 

membutuhkan pengaturan ulang blok tebangan serta penyesuaian perhitungan taksiran 

volume dan luas tebangan.  

PT AKM telah membuat dokumen Rencana Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) untuk 

periode 2022-2031, dokumen tersebut telah dievaluasi untuk pelaksanaan dilapangan oleh Kepala 

Balai Pengelolaan hutan Produksi Wilayah XI sesuai surat Nomor: S.719/BPHP.XI/P3HP/8/2020 

tanggal 17 Juni 2021. 
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Hasil penelaahan penerbitan Surat Keputusan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022, tidak 

terdapat informasi yang menyatakan mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan terkait pemenuhan kewajiban RKU. 

2. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM telah membuat rencana penataan blok pada dokumen Revisi RKTUPHHK-HA periode 2012-

2021 Tahun 2016, dimana selama periode penilaian tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat 2 (dua) 

kali perubahan susunan blok RKTUPHHK-HA yaitu: 

1. Pelaporan Perubahan Urutan Blok IX (RKT Tahun 2020) menjadi Blok III (RKT Tahun 2014) 

sesuai Surat Direktur PT Aditya Kirana Mandiri No. 07/AKM-1a/VI/2020 tanggal 02 Juli 2020. 

2. Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020, sehingga 

susunan blok RKTUPHHK-HA menjadi: 

No Blok RKT 
Kode 

Blok RKT 

Luas Efektif  Berdasarkan Fungsi Hutan (Ha) 

HP HPT Jumlah 

1 2012 I - 1.901 1.901 

2 2013 II - 877 877 

3 2014 III - 988 988 

4 2015 IV - 1.675 1.675 

5 2016 V - 884 884 

6 2017 VI - 1.241 1.241 

7 2018 VII - 852 852 

8 2019 VIII - 1.875 1.875 

9 2020 IX - 1.499 1.499 

10 2021 X 504 802 1.306 

   504 12.594 13.098 
Keterangan :*) Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2020 

Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang menjadi: 

Tahun 

RKUPHHK-HA RKTUPHHK-HA 

Luas 

(ha) 

Jumlah 

Petak 
No Petak/Kode Blok  

Luas 

(ha) 

Jumlah 

Petak 
No Petak/Kode Blok 

2020 & 

CO 

2019 

(SK 

RKT 

2020) 

988 12 AX-23, AX-24, AY-24, AY-

25, AZ-24, AZ-25, BA-24, 

BA-25, BA-26, BB-24, BB-

25, BB-29 

831 12 AX-23, AX-24, AY-24, AY-

25, AZ-24, AZ-25, BA-24, 

BA-25, BA-26, BB-24, BB-

25, BB-29 

- - - 861 9 BA-21, BB-19, BB-20, BB-

21, BC-19,  BC-20, BC-21, 

BD-19,  BD-21 

2020 & 

CO 

2019 

(SK Rev 

RKT 

2020) 

1.499 18 BB-23, BB-24, BB-25, BC-

23, BC-24, BC-25, BD-23, 

BD-24, BD-25, BE-23, BE-

24, BE-25, BF-23, BF-24, 

BF-25, BG-23, BG-24, BG-

25 

1.499 18 BB-23, BB-24, BB-25, BC-

23, BC-24, BC-25, BD-23, 

BD-24, BD-25, BE-23, BE-

24, BE-25, BF-23, BF-24, 

BF-25, BG-23, BG-24, BG-

25 

- - - 861 12 AZ-20, AZ-21, BA-20, BA-

21, BA-22, BA-23, BB-20, 

BB-21, BB-22, BC-20, BC-

22 

2021 & 

 

 

 

 

1.306 20 BB-26, BB-27, BC-26, BC-

27, BC-28, BD-25, BD-26, 

BD-27, BD-28, BE-25, BE-

26, BE-27, BE-28, BF-25, 

BF-26, BF-27, BF-28, BG-26, 

BG-27, BG-28 

1.306 20 BB-26, BB-27, BC-26, BC-

27, BC-28, BD-25, BD-26, 

BD-27, BD-28, BE-25, BE-

26, BE-27, BE-28, BF-25, 

BF-26, BF-27, BF-28, BG-

26, BG-27, BG-28 
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CO 

2020 

- - - 1.432 17 BB-23, BB-24, BB-25, BC-

23, BC-24, BC-25, BD-23, 

BD-24, BD-25, BE-23, BE-

24, BF-23, BF-24, BF-25, 

BG-23, BG-24, BG-25 

    

PT AKM telah menunjukan dokumentasi penandaan blok dan petak RKTUPHHK-HA Tahun 2021 

dan kegiatan PAK untuk URKT 2021 dilaksanakan mulai bulan Juni s/d November 2020, dengan 

demikian penataan areal kerja di lapangan blok dan petak RKT 2020 dan 2021 telah sesuai dengan 

urutan blok yang direncanakan pada dokumen jangka panjang, namun masih terdapat luncuran 

kegiatan serta tata waktu pelaksanaan PAK belum sesuai dengan tahapan kegiatan TPTI. 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM belum menerbitkan pedoman kegiatan Perapihan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan 

pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan. Terdapat dokumen Berita Acara 

Pelaksanaan Pemeliharaan Batas Blok dan Petak RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang dilaksanakan 

pada tanggal 7 Januari s/d 9 Februari 2020, kegiatan pemeliharaan dilakukan sebelum pelaksanaan 

kegiatan pemanenan. 

PT AKM telah menunjukan dokumentasi penandaan blok dan petak RKTUPHHK-HA Tahun 2021 

yang berbatasan dengan blok RKT 2020, penandaan blok dan petak masih terlihat jelas dilapangan 

karena kegiatan PAK untuk RKTUPHHK-HA 2021 dilaksanakan mulai bulan Juni s/d November 

2020, penandaan berupa: 

▪ Tanda Batas Blok RKT 2020-2021 Koordinat 01˚51’12,09’’N dan 116˚56’16,926’’E 

▪ Petak BE26-BD26 Koordinat 01˚51’12,624’’N dan 116˚55’43,578’’E 

▪ Petak BE26-BF26 Koordinat 01˚51’11,802’’N dan 116˚56’17,07’’E 

▪ Petak BF26-BG26 Koordinat 01˚51’19,842’’N dan 116˚56’48,72’’E 

▪ Plank RKT 2021 Koordinat 01˚51’11,802’’N dan 116˚56’16,896’’E 

Dengan demikian dari dokumentasi foto yang disampaikan, tanda batas blok dan petak RKT 2020 

terlihat dengan jelas, namun perusahaan belum mempunyai pedoman kegiatan Perapihan setelah 

kegiatan pemanenan sekaligus untuk mengidentifikasi lokasi Pengayaan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

7. Indikator 2.2 :  

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 

 

1. Verifier 

2.2.1 

: Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, 

Risalah Hutan) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan: 

1. Hasil IHMB untuk periode 2012 – 2021 yaitu: 

a. Diameter 10-19 cm up rata-rata per hektar sebesar 318 batang/ha dengan  

b. Diameter 20-29 cm up rata-rata per hektar sebesar 55 batang/ha dengan volume 20,52 

m³/ha 

c. Diameter 30-39 cm up rata-rata per hektar sebesar 38 batang/ha dengan volume 26,68 

m³/ha 

d. Diameter 40-49 cm up rata-rata per hektar sebesar 13 batang/ha denga volume 35,58 m³/ha 

e. Diameter 50 cm up rata-rata per hektar sebesar 8 batang/ha denga volume 28,25 m³/ha 

2. Hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu: 
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a. Rencana Kerja Tahun 2021 seluas 1.306 Ha, potensi pohon tebang:  

 Diameter 40-49 cm sebanyak 10 pohon/ha dengan volume 16,69 m³/ha. 

 Diameter 50-59 sebanyak 2 pohon/ha dengan volume 5,14 m³/ha dan 60 cm Up 

sebanyak 5 pohon/ha dengan volume 28,53 m³/ha 

 Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 2.000 yang menggambarkan jalur cruising, 

kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan. 

 Sesuai dengan Rekapitulasi LHC dibuat tanggal November 2020. 

 Belum tersedia bukti pemasangan ID Barcode yang terverifikasi berupa dokumentasi 

foto pohon tebang dengan ID Barcode, Aplikasi Adroid ITSP, Peta Pohon 

b. Rencana Kerja Tahun 2020 seluas 1.449 Ha, potensi pohon tebang:  

 Diameter 40-49 cm sebanyak 9 pohon/ha dengan volume 16,27 m³/ha. 

 Diameter 50-59 sebanyak 3 pohon/ha dengan volume 6,71 m³/ha dan 60 cm Up 

sebanyak 6 pohon/ha dengan volume 32,56 m³/ha 

 Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 2.000 yang menggambarkan jalur cruising, 

kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan. 

 Sesuai dengan Rekapitulasi LHC dibuat tanggal 17 Juni 2019 

c. Rencana Kerja Tahun 2019 seluas 1.739 Ha, potensi pohon tebang:  

 Diameter 40- 49 cm sebanyak 9 pohon/ha dengan volume 15,43 m³/ha. 

 Diameter 50-59 sebanyak 1 pohon/ha dengan volume 2,52 m³/ha dan 60 cm Up 

sebanyak 8 pohon/ha dengan volume 37,53 m³/ha 

 Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 2.000 yang menggambarkan jalur cruising, 

kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan. 

 Sesuai dengan Rekapitulasi LHC dibuat tanggal 30 Agustus 2018 

Tata waktu kegiatan ITSP belum sesuai sebagaimana yang diatur pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor: 

P.20/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Kegiatan ITSP oleh 

pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, 

wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum penebangan sebagai dasar penyusunan 

rencana pemanenan dalam RKT”, sehingga untuk audit lapangan selanjutnya perlu dipastikan kegiatan 

ITSP telah sesuai dengan tata waktu tahapan silvikultur TPTI. 

2. Verifier 

2.2.2 

: Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat 

volume) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM memiliki SOP Petak Ukur Permanen No. 07/AKM-BC/SOP.PUP/XII/2019 tanggal 27-12-2019. 

SOP PUP memuat Tujuan, Referensi, Penanggung Jawab Pelaksaan PUP, Tempat dan waktu 

Pelaksanaan, dan Proses Kerja Pengambilan Data PUP dan Perusahaan telah melaksanakan 

pengukuran riap tegakan sesuai dengan berita acara pelaksanaan pengukuran ke-3 diameter dan 

tinggi pohon pada PUP Seri I No. Petak BD 19 koordinat 01˚54’23,844’’N dan 116˚55’12,492’’E pada 

tanggal 30 April 2020, kegiatan pengukuran dilapangan pada 06 s.d. 27 April 2020. Hasil analisis 

pengukuran Ke-3 telah disampaikan melalui agen pengiriman JNE sesuai surat Direksi Nomor: 

026/AKM-Ib/07.21 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan PUP yang 

ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian LHK dan Ditjen 

PHL  

No PUP 
Jumlah 

Pohon 

Diameter 

(cm) 

Periode Pengukuran 
CAI MAI 

K-1 K-2 K-3 

PUP 1 

174 10-19 15.44 16.86 18.16 1.30 1.36 

65 20-29 25.3 26.61 27.49 0.88 1.10 

27 30-39 33.88 35.02 35.54 0.52 0.83 

7 40-49 46.28 46.95 47.41 0.46 0.57 

3 50 up 50.39 50.78 51 0.22 0.31 

PUP 2 240 10-19 15.87 17.88 19.02 1.14 1.58 
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76 20-29 25.94 27.54 28.43 0.89 1.25 

40 30-39 34 35.08 35.83 0.75 0.91 

9 40-49 45.35 46.14 46.52 0.38 0.59 

1 50 up 55.06 55.32 55.56 0.24 0.25 

PUP 3 

175 10-19 13.36 14.9 15.91 1.01 1.28 

101 20-29 26.27 27.4 28.48 1.08 1.11 

53 30-39 34.96 35.92 36.83 0.91 0.93 

9 40-49 45.69 46.59 47.22 0.63 0.77 

1 50 up 55 55.77 56.18 0.41 0.59 

PUP 4 

146 10-19 14.45 16.58 17.53 0.95 1.54 

119 20-29 23.21 24.8 25.68 0.88 1.24 

65 30-39 34.23 35.4 36.09 0.69 0.93 

5 40-49 46.11 46.94 47.35 0.41 0.62 

0 50 up           

PUP 5 

161 10-19 14.85 15.86 16.63 0.77 0.89 

84 20-29 23.15 24 24.66 0.66 0.76 

51 30-39 36.69 37.43 37.93 0.50 0.62 

6 40-49 46.31 46.97 47.28 0.31 0.48 

3 50 up 55.58 55.95 56.28 0.33 0.35 

PUP 6 

183 10-19 16.46 17.92 18.91 0.99 1.23 

115 20-29 23.11 24.17 25.09 0.92 0.99 

68 30-39 36.1 37.13 37.61 0.48 0.75 

8 40-49 43.22 43.74 44.26 0.52 0.52 

3 50 up 54.79 55.09 55.37 0.28 0.29 

Hasil analisis riap diameter rata-rata tahun ke-3 belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana 

panen (JTT/Etat volume) dan PT AKM harus membuat 1 (satu) Seri-PUP lagi dimana sesuai dengan 

ketentuan umum pembuatan PUP disebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun minimal dibuat 1 (satu) 

buah Seri-PUP atau setiap periode 10 (sepuluh) tahunan RKUPHHK-HA minimal dibuat 2 (dua) seri 

PUP. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

8. Indikator 2.3 :  

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 

 

1. Verifier 

2.3.1 

: Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM telah membuat SOP seluruh tahapan sistim silvikultur TPTI yang telah lengkap dan telah 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan tenis dan telah diimplementasikan sebagian 

dilapangan: 

No. Uraian Tahapan Kegiatan No. SOP dan Tanggal Rev 

1. Penataan Areal Kerja 005/AKM/SOP-PROD/12.20 (20-12-2020) 1 

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 006/ AKM/SOP-PROD/12.20 (20-12-2020) 1 

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) 007/ AKM/SOP-PROD/12.20 (20-12-2020) 1 

4. Pemanenan Ramah Lingkungan 17/AKM-BC/SOP.RIL/I/2020 (05-07-20) 1 

5. Penanaman Pengayaan dan Rehabilitasi 18/AKM-BC/SOP.KELINK/IV/2021 (12-04-2021) 1 

6. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dan Rehabilitasi 17/AKM-BC/SOP.KELINK/IV/2021 (12-04-2021) 1 

7. Pembebasan Pohon Binaan -  

8. Pembebasan Pohon Binaan Tahap II & II -  

9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 03/AKM-BC/SOP.PPH/IV/2021 (12-04-2021 1 
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Implementasi Kegiatan TPTI dan Non Tahun 2020: 

No. Jenis Kegiatan Rencana Realisasi % 

A. TPTI     

1. Penataan Areal Kerja 855 Ha 855 Ha 100 

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 1.306 Ha 1.306 Ha 100 

3. Pembukaan Wilayah Hutan 11,81 Km 2,00 Km 17 

4. Pemungutan Hasil Hutan : Blok 2020 25.414 M3 2.224,60 9 

5. Pengadaan Bibit / Persemaian 22.000 btg 19.695 btg 90 

6. 

Penanaman:    

▪ Pengayaan  19,43 Ha 15,65 Ha 81 

▪ Rehabilitasi 4,70 Ha 3,71 Ha 79 

7. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan & Rehabilitasi I    

 ▪ Pengayaan 19,43 Ha 16,20 Ha 84 

 ▪ Rehabilitasi 4,83 Ha 4,46 Ha 93 

8. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan & Rehabilitasi II    

 ▪ Pengayaan 20,17 Ha 18,20 Ha 91 

 ▪ Rehabilitasi 2,20 Ha 2,20 Ha 100 

9. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan & Rehabilitasi III    

 ▪ Pengayaan 54,49 Ha 34,32 Ha 63 

 ▪ Rehabilitasi 7,70 Ha 4,50 Ha 59 

10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 244 Ha 244 Ha 100 

B. Non TPTI    

1.  Penanaman Tanah Kosong 3,30 Ha 2,00 Ha 61 

2.  Penanaman Kiri Kanan Jalan  1,70 Ha 1,70 Ha 100 

Rata-rata Persentase 76,69% 

Rata-rata persentase pencapaian kegiatan TPTI dan Non TPTI tahun kegiatan 2020 sebesar 76,69% 

atau SOP seluruh tahapan system silvikultur TPTI telah diimplementasikan baru sebagian (minimal 

60%).  

2. Verifier 

2.3.2 

: Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat data pohon inti diameter 10-49 cm sebanyak 41 pohon/Ha dari hasil inventarisasi tegakan 

sebelum penebangan blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 seluas 1.499 Ha dan dengan kerusakan 

tegakan sebesar 30% maka akan terdapat pohon inti sebesar 29 pohon/Ha atau terdapat pohon inti 

dan pohon disisakan tidak ditebang ≥ 25 batang/Ha sehingga akan mampu menjamin terjadinya 

kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2, namun hasil tersebut bukan berdasarkan hasil 

kegiatan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal dilapangan pada petak-petak yang telah 

dilaksanakan penebangan dan perusahaan belum menerbitkan SOP tentang tingkat kecukupan 

potensi tegakan sebelum masak tebang sebagai pedoman kerja kegiatan dilapangan. 

3. Verifier 

2.3.3 

: Tingkat kecukupan potensi permudaan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat data tingkat kecukupan potensi permudaan tingkat tiang (Diameter 10 – 19 cm) sebanyak 

318 batang tiang/ha dari hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Periode Tahun 2012-2021 

dan dengan kerusakan tegakan sebesar 30% maka akan terdapat pohon tingkat tiang sebesar 222 

batang tiang/ha, atau terdapat tingkat kecukupan potensi permudaan tingkat tiang ≥ 100 batang 

tiang/ha sehingga akan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3, 

namun hasil tersebut bukan berdasarkan hasil kegiatan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal 

dilapangan pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan dan perusahaan belum 

menerbitkan SOP tentang tingkat kecukupan potensi permudaan tingkat tiang sebagai pedoman 

kerja kegiatan dilapangan. 
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4. Verifier 

2.3.4 

: Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : Dominan 

Nilai : NA 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM telah mendapat Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA dari Menteri MenLHK SK Nomor: 

SK.6572/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang memutuskan 

“Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012-2021”. 

Rencana Penebangan dalam Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 dengan system 

silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI): 

▪ Etat Luas maksimum ± 13.098 ha/ 10 tahun 

▪ Etat Volume maksimum ± 146.061,07 m³/ 10 tahun 

Point Keempat Keputusan: 

“Rencana penyiapan lahan dan penanaman pada RKUPHHK-HA periode tahun 2012-2021 pada 

system silvikultur TPTI dengan penanaman Teknik SILIN, yaitu: 

a. Tanaman jenis unggulan setempat seluas ±5.947,60 Ha selama 30 tahun atau rata-rata ±198 

ha/tahun 

b. Target penyiapan lahan dalam RKUPHHK-HA mengacu kepada hasil ITSP 100% pada pohon 

berdiameter sekurang-kurangnya 10 cm 

Dengan demikian PT AKM belum menerapkan SILIN atau verifier ini Not Aplicable 

5. Verifier 

2.3.5 

: Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier 

ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : Dominan 

Nilai : NA 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sesuai dengan verifier 2.3.4 karena tidak ada penerapan SILIN maka verifier 2.3.5 menjadi Not 

Aplicable 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

9. Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu 

 

1. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT AKM telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur Pemanenan Ramah Lingkungan 

Nomor:17/AKM-BC/SOP.RIL/I/2020 Revisi 2 tanggal 5 Juli 2020. SOP yang diterbitkan memuat : 

Pengertian, Maksud dan Tujuan, Referensi, Pelaksanaan, Urutan Kerja, Proses Kerja 

(Perencanaan Pemanenan, Operasi Pemanenan, Pemeliharaan K3, Keselamatan Kerja dan 

Kegiatan pasca pemanenan kayu), sehingga SOP yang telah diterbitkan telah sesuai dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:  P.9 / PHPL / SET/ 

KUM.1/ 11/ 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik  

Pemanenan Berdampak  Rendah (RIL) pada IUPHHK-HA 

2. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT AKM telah melaksanakan dan menerapakan teknologi ramah lingkungan kegiatan pemanenan 

hasil atau pengelolaan hutan mulai tahapan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan 
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 dan pasca pemanenan kayu, namun belum seluruhnya dari setiap tahapan dilaksanakan sesuai 

prosedur seperti tata waktu PAK (ET-3) dan ITSP (ET-2) belum diterapkan, pelabelan pohon inti 

dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan, peta rencana pemanenan belum dibuat secara 

mendetail yang memuat rencana jalan sarad dan rencana TPn, kegiatan penutupan jalan sarad 

berupa pembuatan sudetan, memperbaiki aliran air pada jalan sarad, penanaman rehabilitasi 

bekas TPn yang tidak digunakan lagi belum seluruhnya diterapkan serta belum ada bagian 

khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengechekan secara rutin kegiatan RIL serta 

membuat Laporan Realisasi Penerapan RIL sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan 

penebangam dan penyaradan. 

3. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat data tingkat kerusakan tegakan tinggal di petak BD 19 areal bekas tebangan RKTUPHH-

HA tahun 2019  dengan nilai besaran kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk tingkat 

permudaan pohon, tiang dan pancang sebesar 12,1 % atau tingkat kerusakan tegakan tinggal ≤ 

15%, namun kegiatan pengukuran tingkat kerusakan tegakan minimal hanya dilakukan pada 

petak BD 19 areal bekas tebangan Tahun 2019, sedangkan pada petak BE 25 areal bekas 

tebangan Tahun 2020 belum dilaksanakan pengukuran dan perusahaan belum menerbitkan SOP 

tentang tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah sebagai pedoman 

kerja kegiatan dilapangan.  

4. Verifier 2.4.4 : Limbah pemanfaatan hutan minimal 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM belum melakukan pengukuran limbah pemanfaatan hutan minimal pada pohon tebang 

dilokasi petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan, hasil pengukuran limbah pemanfaatan 

hutan minimal berdasarkan perbandingan 40 sampel LHC dan LHP pada petak BC 23, BD 23, BE 

23 dan BE 24 dengan nilai FE sebesar 1,09 sedangkan hasil pengukuran penilikan ke-3 sebesar 

0,99, dengan demikian hasil pengukuran FE belum dapat menggambarkan/mencerminkan limbah 

pemanfaatan hutan minimal karena data volume pada LHC merupakan data hasil taksiran dari 

tinggi pohon dengan data pengukuran diameter setinggi dada.  

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 76,19%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

10. Indikator 2.5 :  

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal 

kerjanya 

 

1 Verifier 

2.5.1 

: Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja 

jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval). 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM selama periode penilaian telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020, Revisi 

RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021  yang disusun berdasarkan dokumen 

Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 Tahun 2016 dan Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2020, yaitu: 

1. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT AKM berdasarkan IHMB Periode 2012 – 2021 telah disusun 

dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016, sebagai dasar 

penyusunan RKT. 

 Etat Luas Maksimum  : ± 945 Ha/tahun  

 Etat Volume Maksimum : ±  16.915,44 m3/tahun 
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2. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT AKM berdasarkan IHMB Periode 2012 – 2021 telah disusun 

dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.6572/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/ 2020 tanggal 02 desember 2020, sebagai dasar 

penyusunan RKT. 

 Etat Luas Maksimum  : ± 13.098 ha/10 tahun  

 Etat Volume Maksimum : ±  146.061,07 m3/10 tahun 

3. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over) PT Aditya Kirana 

Mandiri telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama SK No.  01/AKM/Kpts-

RKT/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, target RKTUPHHK-HA Tahun 2020: 

 Target produksi tebangan TPTI seluas 831 ha dan jumlah pohon sebanyak 3,779 pohon 

serta volume sebesar 17.371 m3. 

 Target produksi tebangan Jalan Cabang sepanjang ± 7.100 m dan jumlah pohon sebanyak 

263 pohon serta volume sebesar 463,00 m3 

 Target produksi tebangan Carry Over RKTUPHHK-HA Tahun 2019 seluas 861 ha dan jumlah 

pohon sebanyak 1.709 pohon serta volume sebesar 7.950 m3 

4. Revisi RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over) PT Aditya 

Kirana Mandiri telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama SK No.  02/AKM/Kpts-

RKT/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020, target Revisi RKTUPHHK-HA Tahun 2020: 

- Target produksi tebangan TPTI seluas 1.499 ha dan jumlah pohon sebanyak 2.989 pohon 

serta volume sebesar 15.575 m3 

- Target produksi tebangan Jalan Cabang sepanjang ± 11.807 m dan jumlah pohon sebanyak 

648 pohon serta volume sebesar 1.887,00 m3 

- Target produksi tebangan Carry Over RKTUPHHK-HA Tahun 2019 seluas 861 ha dan jumlah 

pohon sebanyak 1.709 pohon serta volume sebesar 7.950 m3 

5. RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2020 (Carry Over) PT Aditya Kirana 

Mandiri telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama SK No. 01/AKM/Kpts-

RKT/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, target RKTUPHHK-HA Tahun 2020. 

Target produksi tebangan TPTI seluas 1.306 ha dan jumlah pohon sebanyak 3,902 pohon serta 

volume sebesar 16.375 m3 

Target produksi tebangan Jalan Cabang sepanjang ± 8.816 m dan jumlah pohon sebanyak 590 

pohon serta volume sebesar 1.339,00 m3 

Target produksi tebangan Carry Over RKTUPHHK-HA Tahun 2020 seluas 1.432 ha dan jumlah 

pohon sebanyak 2.827 pohon serta volume sebesar 14.908 m3 (pembuatan jalan cabang 

±11.807 m, Volume 1.854 m³, 638 pohon 

Dengan demikian terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020, Revisi RKTUPHHK-HA  Tahun 

2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021, yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA periode 

2012-2021 dan disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama PT AKM. 

2. Verifier 

2.5.2 

: Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Peta Revisi RKUPHHK-HA skala 1:100.000 jangka waktu periode Tahun 2012-2021 menggambarkan 

Areal tebangan dan Areal yang tidak boleh ditebang yaitu Kawasan Lindung berupa Buffer Zone, 

Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan Sempadan 

Sungai, serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Tegakan Benih. 

Peta Revisi RKTUPHHK-HA tahun 2020 skala 1 : 100.000, terdapat peta kerja yang menggambarkan 

areal yang boleh ditebang (Blok IX / 2020) dan terdapat alokasi Kawasan Lindung seperti : Buffer 
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Zone, Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Areal dengan 

kelerengan >40% dan Sempadan Sungai, serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Tegakan 

Benih sesuai RKUPHHK-HA yang telah disahkan. 

Peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2021 skala 1 : 100.000, terdapat peta kerja yang menggambarkan 

areal yang boleh ditebang (Blok X/ 2021) dan terdapat alokasi Kawasan Lindung seperti : Buffer 

Zone, Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Areal dengan 

kelerengan >40% dan Sempadan Sungai, serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Tegakan 

Benih sesuai RKUPHHK-HA yang telah disahkan. 

Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian penggambaran areal dengan kelerengan >40% antara 

peta rencana kerja tahunan dengan peta rencana kerja jangka panjang  

3. Verifier 

2.5.3 

: Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ 

bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan 

pengembangan) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pelaksanaan implementasi peta kerja pada kawasan lindung telah dilaksanakan melalui kegiatan 

penandaan batas kawasan lindung sesuai dengan keberadaan dokumen BAP Penandaan Kawasan 

Lindung dan dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan plang maupun batas 

rintis di lapangan untuk batas blok dan petak tebangan, serta kawasan yang dipelihara berupa plot 

PUP dan lokasi penandaan batas blok dan petak serta kawasan yang dipelihara telah  sesuai dengan 

Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021.  

4. Verifier 

2.5.4 

: Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka 

pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM telah merealisasikan volume tebangan TPTI dan PWH sebesar 2.224,60 m³ dari rencana 

25.414 m³ atau realisasi sebesar 8,75% dan lokasi tebang petak BE-25 pada koordinat 01˚51’12,09’’ 

N dan 116˚56’16,926’’E telah sesuai dengan peta RKT yang telah disahkan, dengan perincian 

sebagaimana tabel berikut: 

Jenis 

Revisi RKT 2020, Luas: 1.449 Ha dan 861 Ha 
Total 

TPTI PWH 

Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi 

Kel. Meranti 
21,771 2166.97 1,766 33.57 23,537 2.200.54 

9.95% 1.90% 9.35% 

Kel. Rimba Campuran 
1,228 24.06 93 - 1,321 24.06 

1.96% 0.00% 1.82% 

Kel. Kayu Indah 
528 - 28 - 556 - 

-% -% -% 

Total 23,527 2191.03 1,887 33.57 25,414 2.224.60 

Persentase 9.31% 1.78% 8.75% 
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Lokasi Petak Tebang BE-25 

Dengan demikian terdapat realisasi volume tebangan total sebesar 8,75% atau realisasi produksi < 

50% dan lokasi tebangan pada petak BE-25 sesuai dengan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang 

disahkan oleh Direktur Utama PT. AKM, rendahnya realisasi produksi disebabkan karena rendahnya 

harga kayu bulat dan kurangnya permintaan kayu bulat dari industry kayu akibat dampak pandemic 

Covid-19 hal ini sesuai dengan Laporan Audit Keuangan Tahun 2020 dimana beban pokok penjualan 

lebih besar dibandingkan nilai jual kayu bulat. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: BAIK dengan nilai mencapai 80,95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

11. Indikator 2.6 :  

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi 

kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia 

 

1. Verifier 2.6.1 : Kondisi kesehatan finansial 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM telah membuat Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang 

berakhir pada tangga tersebut dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik 

“Irvan” sesuai Laporan Auditor Independen Nomor: 00060/2.1136/AU.1/05/1380-1/VII/2021 

tanggal 12 Juli 2021: 

Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020: 

a. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir 

tanggal 31 Desember 2020, Wajar dengan Pengecualian 

b. Rentabilitas : Negatif 

a. Likuiditas : 94,29% 

c. Solvabilitas : 55,02 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik). 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi alokasi dana kelola hutan terealisasi sebesar Rp. 5.250.275.668 dari rencana Rp. 

7.378.913.709 atau persentase realisasi alokasi dana kelola hutan sebesar 71,15% sesuai 

dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 dari Kantor Akuntan Publik “Irvan” atau Realisasi alokasi 

dana hanya mencukupi 60 – 79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. 

3. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang proporsional 
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Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi Alokasi dana kegiatan Perencanaan dari rencana anggaran Rp. 946.215.000 telah 

terealisasi sebesar Rp. 915.348.000 atau realisasi anggaran kegiatan sebesar 97% sehingga 

terdapat sisa anggaran sebesar 3% dan kegiatan Pemanenan dari rencana Rp. 2.300.000.000 

telah terealisasi sebesar Rp. 1.191.919.246 atau realisasi anggaran kegiatan sesbesar 52% 

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 48%  atau terdapat persentase sisa anggaran yang 

belum terealisasi antara 3% - 48%  

Dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata alokasi dana proporsional mencapai 48% atau 

realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan selama periode penilaian kurang 

proporsional karena perbedaan > 20 – 50% 

4. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Laporan Keuangan tahun 2020 yang telah di audit oleh Akuntan Publik menunjukan pencapaian 

alokasi dana kelola hutan mencapai Rp. 5.250.275.668 dari rencana sebesar Rp. 7.353.913.709 

atau persentase realisasi alokasi dana kelola hutan sebesar 71%, pencapaian realisasi fisik 

kegiatan TPTI Tahun 2020 sebesar 76% dan realisasi produksi tahun 2020 hanya mencapai 8%, 

hal ini menunjukan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan cukup lancar, 

namun kegiatan teknis kehutanan seperti kegiatan PAK dan ITSP belum sesuai dengan tata waktu 

tahapan kegiatan pada sistim silvikultur TPTI. 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi modal untuk untuk kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit, penanaman pengayaan 

dan rehabilitasi), perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong berdasarkan dokumen 

Laporan Audit Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 No. 

00060/2.1136/AU.1/05/1380-1/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Irvan 

telah terealisasi Rp. 110.062.500 dari rencana Rp. 175.000.000 atau persentase realisasi sebesar 

63% atau realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah 

kosong antara 60% - 80%. 

6. Verifier 2.6.6 : Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/Pembinaan Hutan tahun 2020 mencapai 83% atau realisasi 

pelaksanaan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80% dari yang direncanakan, namun 

perhitungan target penanaman yang direncanakan belum seluruhnya berdasarkan hasil 

identifikasi di lapangan.    

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI 
 

12. Indikator 3.1 :  

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

1. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan dilindungi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, terdapat Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana 

Mandiri Berbasis IHMB Tahun 2020 (Periode 2012 – 2021). Dalam dokumen tersebut, terdapat 

penambahan jenis kawasan lindung berupa kawasan lereng E (areal kelerengan >40%) seluas 

2.244 Ha. Dengan demikian, kawasan lindung yang dialokasikan oleh PT Aditya Kirana Mandiri 

meliputi Sempadan Sungai (1.753 Ha); Bufferzone Hutan Lindung (3.242 Ha); KPPN (300 Ha); 

Kelerengan >40% (2.244 Ha); dan Kawasan Konservasi Insitu (516 Ha). Total luas kawasan 

lindung PT Aditya Kirana Mandiri sebesar 8.055 Ha. Alokasi kawasan lindung dalam dokumen 

RKU tersebut juga telah disahkan dan ditetapkan sesuai SK Direktur PT Aditya Kirana Mandiri 

No. 014/AKM/VII/2021 tentang Revisi Penetapan Kawasan Lindung PT Aditya Kirana Mandiri. 

Berdasarkan uji petik observasi lapang pada Kawasan Konservasi Insitu (1˚51’50,088” N 

116˚52’3,558” E); Sempadan Sungai Duhung (1˚55’9,09” N 116˚47’54,336” E); Sempadan 

Sungai Blu Lenga (1˚54’18,792” N 116˚56’40,668” E); Sempadan Sungai Blu Glop; Sempadan 

Sungai Kelay Timur (1˚51’18” N 116˚51’9” E); Sempadan Sungai Payan (1˚56’31” N 116˚38’36” 

E); dan KPPN (2,05486 N 116,47935 E), diketahui penutupan kawasan lindung cukup rapat 

dengan dominasi jenis-jenis tegakan hutan alam. Lebih lanjut, menurut Data Monitoring Luas 

Perladangan Tahun 2021 (per 30 Juni 2021), total luas perladangan pada areal PT AKM adalah 

1.887,83 Ha. Sebagian perladangan tersebut masuk pada kawasan lindung lereng E dan 

sempadan sungai Kelay. Adanya perladangan pada areal kawasan lindung mengindikasikan 

bahwa kondisi biofisik kawasan lindung masih terganggu. 

2. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kawasan lindung PT Aditya Kirana Mandiri yang telah ditandai dan ditata batas di lapangan adalah 

sebesar 90,15% (254,68 km) dari total panjang batas kawasan lindung sepanjang 282,52 km. 

Teknis penandaan batas kawasan lindung diatur dalam SOP Penataan Batas Kawasan Lindung 

No. 01/AKM-BC/SOP.KELINK/IV/2021 Revisi 2. Dalam prosedur ini, penandaan dilakukan dengan 

pengecatan berwarna merah pada tegakan, sementara belum diatur format patok batas titik ikat 

penandaan. Berdasarkan uji petik pada beberapa areal kawasan lindung, pemasangan tanda 

batas di lapangan masih belum seragam. Pada Kawasan Konservasi Insitu (1˚51’50,08” N 

116˚52’3,558” E), patok rintis berupa pemberian cat warna kuning pada tegakan dengan interval 

±2-3 meter, sedangkan patok ikat berupa patok kayu yang di cat merah putih, bertuliskan TI dan 

koordinat lokasi. Sementara itu, pada Sempadan Sungai Blu Lenga (1˚54’18,79” N 116˚56’40,66” 

E), patok batas dibuat dari kayu di cat merah dan putih bertuliskan TI dan koordinat lokasi dan 

terdapat pula patok kayu di cat kuning dan tegakan yang di cat kuning.  

3. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan dilindungi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2019 (sumber: 

Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 117/59 Liputan Tanggal 26 Desember 2018 

dan Liputan Tanggal 31 Januari 2019) yang telah disahkan sesuai Surat Dirjen Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan cq. Dir IPSDH No. S.588/IPSDH/PSDH/PLA.1/10/2019 Tanggal 

29 Oktober 2019. 

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Penafsiran Citra Satelit dengan Peta Kawasan Lindung, 

diketahui penutupan lahan di kawasan lindung masih didominasi oleh areal berhutan, dengan 

jenis penutupan berupa hutan primer/virgin forest seluas 3.368 Ha dan hutan sekunder/LOA 

sebesar 4.125 Ha. Total kawasan lindung yang masih berhutan adalah sebesar 7.493 Ha 

(93,02%). 

Berdasarkan observasi lapang pada Kawasan Konservasi Insitu (1˚51’50,088” N 116˚52’3,558” 

E); Sempadan Sungai Duhung (1˚55’9,09” N 116˚47’54,336” E); Sempadan Sungai Blu Lenga 

(1˚54’18,792” N 116˚56’40,668” E); Sempadan Sungai Blu Glop; Sempadan Sungai Kelay Timur 

(1˚51’18” N 116˚51’9” E); Sempadan Sungai Payan (1˚56’31” N 116˚38’36” E); dan KPPN 

(2,05486 N 116,47935 E), penutupan kawasan lindung terlihat cukup rapat dengan dominasi 

penutupan virgin forest/hutan primer dan hutan sekunder. Tegakan hutan berisi jenis-jenis 

dipterocarpaceae dan tegakan alam. 

4. Verifier 3.1.4 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni 

pengakuan dari pemerintah (pusat dan daerah), karyawan, dan masyarakat.  

- Pengakuan dari pemerintah didapat melalui pengesahan dan persetujuan dokumen AMDAL, 

RKU, dan RKT PT Aditya Kirana Mandiri yang didalamnya turut mencantumkan alokasi 

kawasan lindung dan rencana pengelolaan kawasan lindung.  

- Pengakuan kawasan lindung dari karyawan pada dasarnya sudah menjadi hak, kewajiban, 

dan tanggung jawab dari karyawan. PT AKM telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT 

Aditya Kirana Mandiri No. 014/AKM/VII/2021 tentang Revisi Penetapan Kawasan Lindung PT 

Aditya Kirana Mandiri. Dengan ditetapkannya kawasan lindung tersebut, karyawan dan/atau 

kontraktor wajib turut menjaga kawasan lindung sesuai kewajibannya, sehingga secara 

otomatis didapatkan pengakuan karyawan terhadap kawasan lindung. 

- Pengakuan dari masyarakat telah diupayakan melalui pengadaan sosialisasi kawasan lindung 

kepada masyarakat Desa Long Duhung dan Long Keluh. Meskipun begitu, secara de facto 

di lapangan, masih banyak terdapat perladangan di areal konsesi, termasuk di kawasan 

lindung. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih belum mengakui 

keberadaan kawasan lindung di areal konsesi karena pengakuan keberadaan kawasan 

lindung juga dilihat melalui aksi/tindakan masyarakat tersebut terhadap kawasan lindung 

yang seyogyanya dijaga dan dipertahankan. 

5. Verifier 3.1.5 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL 

dan/atau tata ruang  

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan kawasan lindung PT Aditya Kirana Mandiri didasarkan pada rencana yang 

termuat dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Aditya Kirana Mandiri Tahun 

2020 (Periode 2012 – 2021). Jenis-jenis kegiatan pengelolaan kawasan lindung meliputi 

penataan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama dan papan peringatan, pemeliharaan 
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tanaman, perlindungan areal kawasan lindung, pendataan jenis, penanaman pakan satwa, dan 

penanaman areal terbuka di areal sempadan sungai. 

Berdasarkan analisis ketersediaan laporan, tersedia beberapa laporan terkait pengelolaan 

kawasan lindung, seperti Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung (Semester I Tahun 2020); 

Laporan Realisasi RKL – RPL Semester II Tahun 2020 yang telah disampaikan kepada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tanggal 11 Januari 2021; Laporan Realisasi 

RKL – RPL Semester I Tahun 2021 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau tanggal 5 Juli 2021; Laporan Identifikasi Flora dan Fauna; Laporan 

Upaya Perlindungan dan Pengamanan Hutan Periode Semester I (2021). Sementara itu, laporan 

yang masih belum tersedia dan/atau belum disampaikan ke instansi terkait sesuai rencana dan 

kewajiban diantaranya: 1) Laporan penanaman di areal terbuka Sempadan Sungai; 2) Laporan 

perlindungan hutan Periode Semester II Tahun 2020; 3) Laporan kejadian kebakaran hutan dan 

monitoring hotspot 1 tahun terakhir; 4) Belum melakukan updating laporan pengendalian 

kebakaran hutan secara online melalui website Sipongi (http://sipongi.menlhk.go.id/); dan 

sebagainya.  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 81,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

13. Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Potensi gangguan hutan di areal PT Aditya Kirana Mandiri berdasarkan Dokumen Revisi 

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Aditya Kirana Mandiri Tahun 2020 (Periode 2012 – 2021) 

diantaranya perambahan hutan, pencurian kayu, dan kebakaran hutan. Selain itu, berdasarkan 

kondisi riil di lapangan, terdapat gangguan hutan berupa perladangan liar oleh masyarakat.  

Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT AKM telah memiliki beberapa prosedur/SOP yang 

mengatur mekanisme pencegahan dan/atau penanggulangan gangguan hutan, diantaranya: 1) 

SOP Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman/PHPT (No. 07/AKM-BC/SOP.KELINK/I/2021 

Revisi 1); 2) SOP Pengendalian Perambahan Hutan (No. 06/AKM-BC/SOP.PPH/IV/2021 Revisi 1); 

3) SOP Penanganan Kebakaran Hutan (No. 04/AKM-BC/SOP.PPH/IV/2021 Revisi 1); dan 4) SOP 

Pengendalian Penebangan Liar (No. 05/AKM-BC/SOP.PPH/IV/2021 Revisi 1). Berdasarkan 

analisis dokumen diatas, SOP terkait kebakaran hutan belum merujuk dan mengadopsi terhadap 

aturan PermenLHK No. P.32/ MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan. Selain itu, belum tersedia prosedur terkait pencegahan dan penanggulangan 

perladangan liar.  

2. Verifier 3.2.2 : Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan harus dapat disesuaikan dengan jumlah SDM 

perlindungan hutan yang dimiliki agar mencapai jumlah kecukupan dan kebutuhan personil. 

Berdasarkan PermenLHK No. P. 32 Tahun 2016, areal IUPHHK-HA dengan luas <50.000 Ha wajib 

memiliki 1 (satu) regu inti dalkarhutla (15 orang/regu). Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi 

maupun peralatan regu disesuaikan untuk ketersediaan 15 orang. 

http://sipongi.menlhk.go.id/
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Berdasarkan Daftar Sarana Prasarana PPH PT Aditya Kirana Mandiri Tahun 2021, jumlah maupun 

jenis sarana prasarana yang disediakan belum sesuai dengan kewajiban penyediaan minimal 

sarana prasarana untuk 1 regu inti dalkarhutla sesuai dengan ketentuan PermenLHK No. 

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. Hasil sampling ketersediaan sarpras perlindungan hutan pada 

gudang dalkarhutla (1˚54’33,23” N 116˚56’49,54” E), telah tersedia APAR, baju pemadam, 

selang, pompa, helm, menara api (1˚54’38,28” N 116˚56’42,67” E) yang sudah tidak fungsional 

karena tinggi pohon sekitarnya sudah lebih tinggi daripada tinggi menara api, dan tersedia posko 

dalkarhutla (1˚54’32,89” N 116˚56’47,46” E). Sementara itu, beberapa sarpras yang masih belum 

tersedia diantaranya peples, kantong tidur, tenda, gepyok/pemukul api, tangki air lipat, nozzle, 

dan sebagainya. 

3. Verifier 3.2.3 : SDM perlindungan hutan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu personil satpam dan 

personil dalkarhutla. Berdasarkan dokumen Daftar Nama Satpamhut dan Dalkarhutla PT Aditya 

Kirana Mandiri Tahun 2021, PT AKM memiliki 5 personil satpam, dimana seluruh personil satpam 

ini belum berkualifikasi sebagai tenaga pengamanan dengan mengikuti pelatihan pengamanan 

hutan dan/atau memiliki sertifikat kompetensi satpam dari instansi/lembaga resmi (Gada 

Pratama). 

Sementara itu, dalam kaitannya dengan ketersediaan regu dalkarhutla, luasan konsesi PT Aditya 

Kirana Mandiri adalah 42.700 Hektar, dimana sesuai PermenLHK P.32 Tahun 2016, areal 

IUPHHK-HA yang memiliki luas <50.000 Ha wajib memiliki 1 regu inti dalkarhutla (15 

orang/regu). Berdasarkan Daftar Nama Satpamhut dan Dalkarhutla PT Aditya Kirana Mandiri 

Tahun 2021, PT Aditya Kirana Mandiri memiliki 1 regu inti dalkarhutla dengan jumlah anggota 

sebanyak 5 orang. Sehingga, jumlah personil dalkarhutla masih kurang 10 orang. Lebih lanjut, 

PT Aditya Kirana Mandiri belum memiliki regu pendukung dalkarhutla. Seluruh anggota personil 

dalkarhutla ini belum memiliki sertifikat dalkarhutla dari instansi resmi. Meskipun begitu, selama 

periode 1 tahun terakhir PT AKM telah mengadakan in-house training dalkarhutla untuk 

mengembangkan kompetensi regu dalkarhutla.  

Dalam rangka mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar terkait pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan, PT Aditya Kirana Mandiri telah bekerjasama dengan masyarakat Desa Long 

Duhung dan Long Keluh dalam pembentukan Masyarakat Desa Binaan/MPA yakni sesuai dengan 

Nota Kesepakatan tentang MPA tanggal 4 Januari 2021 (Ditanda tangani dan dicap oleh Kepala 

Desa Long Keluh (Maikal) dan Kepala Desa Long Duhung (Wesly)). 

4. Verifier 3.2.4 : Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, PT AKM telah melakukan sebagian kegiatan perlindungan 

hutan, baik dalam teknis preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan preemtif dilakukan melalui 

sosialisasi kawasan lindung; pemasangan plang nama kawasan lindung; serta pemasangan 

papan larangan merambah, membakar hutan, dan berburu satwa dilindungi. Kegiatan preventif 

dilakukan melalui pembuatan SOP perlindungan hutan, penyiapan sarana prasarana dan SDM 

perlindungan hutan, penyediaan embung air sebagai waterpoint saat terjadi kebakaran, patroli 

pengamanan hutan, penyediaan pos dalkarhutla di areal camp, dan penyediaan menara 

pengawas api.  

Kegiatan yang masih belum dilakukan sesuai rencana dan/atau kewajiban diantaranya: 1) Belum 

melakukan monitoring FDR (Fire Danger Rating); 2) Belum melakukan pelaporan kegiatan 

perlindungan hutan (Semester II Tahun 2020) dan pelaporan kebakaran hutan, baik secara online 
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melalui website SIPONGI (http://sipongi.menlhk. go.id/) maupun secara offline disampaikan ke 

instansi terkait; 3) Belum melakukan monitoring hotspot periode 1 tahun terakhir; 4) Beberapa 

elemen pendukung implementasi perlindungan hutan yang belum optimal seperti ketersediaan 

SDM security dan dalkarhutla, kecukupan sarana prasarana perlindungan hutan, dan ketersediaan 

SOP. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

14. Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Dokumen Revisi RKU Tahun 2020 (Periode 2012-2021), dampak penting terhadap 

tanah dan air yang perlu dikelola akibat pembangunan IUPHHK-HA PT AKM, diantaranya 

peningkatan laju erosi, peningkatan laju sedimentasi, penurunan kualitas air, dan peningkatan 

fluktuasi debit air sungai. 

Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur/SOP yang tersedia. 

PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan dan 

pemantauan dalam menangani dampak-dampak diatas, seperti telah tersedia SOP Pengelolaan 

Limbah B3 dan limbah Non-B3 (No. 03/BC.AKM/SOP-KELINK/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018); 

SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Sedimen (No. 04/AKM-BC/SOP.EKOLOGI/I/2019, Revisi 

ke-2); SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi Tanah (No. 05/AKM-

BC/SOP.EKOLOGI/I/2019, Revisi ke-2); SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan (No. 

06/AKM-BC/SOP.EKOLOGI/I/2019, Revisi ke-2); SOP Pengukuran Kecepatan Arus Sungai (No. 

08/AKM-BC/SOP.EKOLOGI/I/2019); SOP Pemantauan Kualitas Air (No. 06/AKM-

BC/SOP.KELINK/I/2020); dan sebagainya. 

2. Verifier 3.3.2 : Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT 

AKM telah menyediakan beberapa sarana prasarana yang terdiri dari sarana prasarana teknis 

sipil dan teknis vegetatif.  

Berdasarkan hasil observasi lapang terhadap sarana prasarana pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air, sarana prasarana secara teknis sipil diantaranya Tempat Pengisian Solar/Fuel 

Station (1˚54’32,83” N 116˚56’48,67” E); Bengkel (1˚54’32,83” N 116˚56’48,67” E); TPA Organik 

(1˚54’16,91” N 116˚56’29,26” E); Gudang genset (1˚54’33,366” N 116˚56’49,74” E); 

Ombrometer (1˚54’33,22” N 116˚56’47,62” E); SPAS (1˚54’32,97” N 116˚56’46,92” E); dan Bak 

erosi (1˚54’9,51” N 116˚56’23,96” E). Sementara itu, sarana prasarana teknis vegetatif yang 

telah dilakukan adalah melakukan penanaman areal terbuka dengan jenis Meranti, Kapur, 

Bangkirai, Keruing, Durian, yakni pada Eks Blok RKT 2015 sebesar 9.152 batang (20,17 Ha); 

Areal Tanah Kosong Petak AO19 sebesar 555 batang (0,5 Ha); Areal Eks Blok RKT 2017 sebesar 

6.260 batang (897 Ha); dan Areal Petak BG – 19 sebesar 1.400 batang (2 Ha). 

Sarana prasarana yang masih belum tersedia dan/atau belum optimal diantaranya belum ada stik 

ukur tinggi muka air, belum memiliki alat ukur suhu udara dan kelembaban udara, belum 

melakukan pengukuran kualitas air dan kualitas tanah, gudang limbah bahan berbahaya dan 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 26 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

beracun (B3) belum dilengkapi izin TPS LB3 dan/atau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga 

berizin terkait pengangkutan LB3, beberapa sarana prasarana belum dilengkapi konstruksi yang 

meminimalisir tumpahan BBM, seperti pada lantai gudang genset belum kedap cairan dan belum 

dilengkapi oiltrap/oilcatcher.  

3. Verifier 3.3.3 : SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di areal PT Aditya Kirana 

Mandiri dilakukan oleh personil Bagian Pembinaan Hutan dan Kelola Lingkungan, dengan 

anggota sebagai berikut : 

1. Kabag Binhut dan Kelola Lingkungan : W. Prabowo, S.Hut 

2. Persemaian dan Penanaman : Ari Harianto 

3. Kasi Pemeliharaan Tanaman dan PUP : Hermansyah 

4. Kasi Kelola Lingkungan : Aslim 

Dari seluruh personil diatas, belum ada personil yang telah mengikuti pelatihan terkait 

pengelolaan dan/atau pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diselenggarakan oleh 

instansi resmi. Meskipun begitu, selama periode 1 tahun terakhir PT Aditya Kirana Mandiri telah 

melakukan in-house training terkait pelatihan pengelolaan lingkungan, yakni pelatihan internal 

PHPL dan pelatihan internal webinar in-house training penyegaran PHPL dan IHMB.  

PT AKM juga telah memiliki GANISPHPL-BINHUT yang turut membantu kegiatan pengelolaan 

dampak tanah dan air, yakni atas nama Supandi, S.Hut, No. Register 03210002675, masa berlaku 

25 Januari 2021 s.d 11 Januari 2023 sesuai SK Kepala BPHP Wil. XI Samarinda No. 

SK.118/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 Tanggal 25 Januari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada 

PT Aditya Kirana Mandiri.  

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, diketahui PT AKM telah memiliki SDM yang 

berkualifikasi dalam pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.  

4. Verifier 3.3.4 : Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT AKM tertuang dalam Dokumen 

RKL PT Aditya Kirana Mandiri Tahun 1999. Selama periode 1 tahun terakhir, PT AKM telah 

melakukan beberapa kegiatan pengelolaan sesuai dengan rencana. Poin-poin implementasi 

pengelolaan dampak tanah dan air PT AKM yang telah dilakukan diantaranya: 1) Telah dilakukan 

penanaman areal terbuka dengan jenis Meranti, Kapur, Bangkirai, Keruing, Durian, yakni pada 

eks Blok RKT 2015 sebesar 9.152 batang (20,17 Ha), pada areal tanah kosong Petak AO19 

sebesar 555 batang (0,5 Ha), pada areal eks Blok RKT 2017 sebesar 6.260 batang (897 Ha), dan 

pada areal Petak BG – 19 sebesar 1.400 batang (2 Ha); 2) Telah melakukan penanaman kanan 

kiri jalan di eks Blok RKT 2015 sebesar 1.415 batang dan di Km 51 – 54 sebesar 1.390 batang; 

3) PT AKM belum melakukan kegiatan konservasi tanah dan air pada areal penebangan dan 

tebing sungai; 4) Belum ada pemeliharaan kawasan lereng; 5) Belum ada bangunan teknis untuk 

mengurangi laju erosi (seperti pembuatan jebakan sedimen, guludan, sodetan); 6) Penerapan 

RIL pasca panen dan pengelolaan terhadap kerusakan tegakan tinggal masih belum optimal; 7) 

Kegiatan pengelolaan limbah domestik belum optimal seperti tempat sampah masih belum 

dibedakan jenisnya dan belum tersedia TPA anorganik; serta 8) Pengelolaan limbah B3 masih 

belum optimal yakni belum ada izin TPS LB3, belum ada kerjasama pengangkutan limbah B3 

dengan pihak ketiga, gudang genset dan/atau bangunan rawan ceceran BBM belum dilengkapi 

oiltrap, dsb.  
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Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, diketahui bahwa PT AKM telah melakukan beberapa 

implementasi pengelolaan dampak tanah dan air, namun belum sepenuhnya optimal sesuai 

dengan rencana yang disusun. 

5. Verifier 3.3.5 : Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Aditya Kirana Mandiri telah tertuang 

dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 1999. Selama periode 1 tahun terakhir, 

PT AKM telah melakukan kegiatan pemantauan berupa pemantauan erosi di eks RKT 2020, eks 

blok RKT 2019, eks blok RKT 2017, eks blok RKT 2015, dan kawasan konservasi insitu serta 

telah melakukan pemantauan curah hujan, hari hujan, dan suhu bulan Januari-Juni 2021. PT 

AKM belum melakukan pengukuran curah hujan dan suhu bulan Juli 2020- Desember 2020. 

Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang juga belum dilakukan sesuai rencana 

dan/atau SOP diantaranya belum ada pemantauan kesuburan tanah, pemantauan sedimentasi, 

pemantauan kualitas air, pemantauan debit aliran sungai dengan SPAS, dan sebagainya.  

6. Verifier 3.3.6 : Dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, tersedia data monitoring erosi yang dapat dijadikan acuan untuk 

mengukur indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air. Hasil monitoring erosi pada areal 

hutan bekas tebangan (eks blok RKT 2015, 2017, 2019, dan 2020) serta pada kawasan 

konservasi insitu, diketahui laju erosi tergolong kriteria rendah sampai sedang.  

Adanya dampak tanah dan air juga berkaitan dengan kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan, 

hal ini disebabkan karena limbah merupakan salah satu penyebab timbulnya dampak negatif 

terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi lapang, kegiatan pengelolaan limbah 

domestik maupun limbah B3 di areal PT AKM masih belum optimal, yakni PT AKM belum 

melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 melalui penyediaan TPS LB3 yang dilengkapi dengan 

oiltrap dan disertai izin TPS Limbah B3 ataupun kerjasama dengan pihak ketiga dalam 

pengangkutan limbah B3. Selain itu, PT AKM belum melengkapi bangunan-bangunan rawan 

ceceran BBM dengan lantai kedap cairan dan oiltrap. Kegiatan pengelolaan limbah domestik juga 

belum optimal seperti tempat sampah masih belum dibedakan jenisnya dan belum tersedia TPA 

anorganik. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 77,77%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

15. Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode 1 tahun terakhir, terdapat perubahan prosedur terkait identifikasi flora dilindungi, 

yakni SOP Pengelolaan, Pemantauan, dan Identifikasi Flora dan Fauna (No. 22/AKM-
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 BC/SOP.KELINK/ IV/2021 Revisi 1). Identifikasi flora dilindungi dilakukan melalui pencatatan jenis 

yang diidentifikasi dan survei flora melalui metode jalur berpetak. Hasil identifikasi flora juga 

akan dilakukan analisis vegetasi berupa perhitungan tingkat kerapatan, frekuensi, dominansi, 

sampai dengan indeks keanekaragaman jenis (H’) dan indeks kemerataan jenis.  

Sementara itu, identifikasi fauna dilindungi dilakukan melalui pembuatan transek jalur (500 

meter) dan melakukan identifikasi jejak-jejak satwa, baik berupa kotoran, cakaran, jejak kaki, 

suara, perjumpaan langsung. Prosedur identifikasi fauna telah dibedakan sesuai kelas fauna 

masing-masing (mamalia, orangutan, burung, amphibi dan reptil, serta serangga). Hasil 

identifikasi fauna akan dilakukan perhitungan indeks kemerataan, kelimpahan, dan 

keanekaragaman satwa. SOP telah mencantumkan untuk melakukan klasifikasi status 

perlindungan sesuai IUCN Redlist, Appendix CITES, dan PermenLHK P.106 Tahun 2018. 

2. Verifier 3.4.2 : Implementasi kegiatan identifikasi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan identifikasi flora fauna 

dilindungi yang dituangkan dalam Laporan Identifikasi Flora dan Fauna (Agustus 2020). 

Berdasarkan analisis laporan tersebut, identifikasi flora dilakukan pada kawasan konservasi 

insitu. Identifikasi flora dilakukan pada jenis-jenis kayu komersial dan non komersial. Hasil 

identifikasi flora ini telah dikategorikan sesuai IUCN Redlist, namun belum dikategorikan sesuai 

PermenLHK P.106 Tahun 2018 dan CITES. Nilai keragaman tingkatan flora hasil identifikasi telah 

dihitung (keragaman semai, pancang, tiang, pohon), namun hasil identifikasi belum dibedakan 

sesuai strata tegakan (semai, pancang, tiang, pohon). Selain itu, belum dicantumkan perhitungan 

tingkat kerapatan, frekuensi, dominansi, sampai dengan indeks keanekaragaman jenis (H’) dan 

indeks kemerataan jenis. 

Identifikasi fauna telah diklasifikasikan sesuai kelas mamalia, primata, avifauna, amphibi, reptilia, 

dan insekta. Hasil identifikasi telah dikategorikan sesuai status perlindungan IUCN Redlist, CITES, 

dan PP No. 7, namun belum dikategorikan sesuai PermenLHK P.106 Tahun 2018. Hasil 

identifikasi belum dilakukan perhitungan indeks kemerataan, kelimpahan, dan keanekaragaman 

satwa sesuai dengan SOP. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

: BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

16. Indikator 3.5 :  

Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, terdapat perubahan prosedur terkait pengelolaan flora 

dilindungi, yakni SOP Pengelolaan, Pemantauan, dan Identifikasi Flora dan Fauna (No. 22/AKM-

BC/SOP.KELINK/IV/2021 Revisi 1). Dalam SOP ini, kegiatan pengelolaan flora lindung dilakukan 

melalui identifikasi flora dilindungi, pengamatan biodiversitas/kondisi ABKT, dan melakukan 
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analisis vegetasi flora dilindungi. SOP ini telah mencantumkan PermenLHK P.106 Tahun 2018 

dan CITES IUCN RedList terkait pengkategorian status perlindungan flora dilindungi dalam 

identifikasi. 

Berdasarkan analisis dokumen SOP, cakupan jenis kegiatan pengelolaan flora dilindungi masih 

belum menyeluruh. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi hanya sebatas identifikasi jenis flora 

dan belum mencakup kegiatan perlindungan, pemeliharaan, ataupun pembiakan jenis flora 

dilindungi.  

2. Verifier 3.5.2 : Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan kegiatan pengelolaan 

flora dilindungi sesuai dengan SOP, yakni melakukan identifikasi flora dilindungi. Sementara itu, 

beberapa kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang dilakukan diluar dari SOP diantaranya telah 

melakukan alokasi kawasan lindung sebagai habitat flora, melakukan pemasangan plang nama 

kawasan lindung dan larangan merambah dan membakar hutan, penyediaan personil dan sarana 

prasarana perlindungan hutan, dan penandaan batas kawasan lindung. Berdasarkan keterangan 

tersebut, diketahui bahwa kegiatan pengelolaan flora dilindungi masih belum spesifik terhadap 

flora dilindungi hasil identifikasi.  

3. Verifier 3.5.3 : Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil wawancara dengan Supandi, S.Hut (GANIS PHPL-BINHUT), tidak terdapat 

kejadian illegal logging ataupun kebakaran hutan selama periode 1 tahun terakhir yang 

mengakibatkan berkurangnya kelimpahan flora dilindungi.  

Lebih lanjut, berdasarkan Data Monitoring Luas Perladangan Tahun 2021 (per 30 Juni 2021), 

total luas perladangan pada areal PT AKM adalah 1.887,83 Ha. Sebagian areal perladangan 

tersebut masuk dalam areal kawasan lindung. Sesuai dengan analisis dalam Peta Deliniasi 

Perladangan pada Areal IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri Tahun 2021, terdapat kegiatan 

perladangan pada areal kawasan lindung lereng E dan pada areal sempadan sungai Kelay. 

Adanya perladangan ini memberikan potensi ancaman terhadap flora dilindungi karena 

masyarakat memiliki akses bebas masuk-keluar areal kawasan lindung. Perladangan juga 

berpotensi merusak vegetasi dan berkurangnya luasan habitat flora dilindungi. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

17. Indikator 3.6 :  

Pengelolaan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.6.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, terdapat perubahan prosedur terkait pengelolaan fauna 

dilindungi, yakni SOP Pengelolaan, Pemantauan, dan Identifikasi Flora dan Fauna No. 22/AKM-

BC/SOP.KELINK/ IV/2021 Revisi 1. SOP ini telah mencantumkan PermenLHK P.106 Tahun 2018, 

CITES, dan IUCN RedList terkait pengkategorian status perlindungan fauna dilindungi dalam 

kegiatan identifikasi. Meskipun begitu, cakupan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi masih 

belum secara menyeluruh. Kegiatan pengelolaan fauna hanya sebatas identifikasi jenis fauna dan 

dan belum mencakup kegiatan perlindungan ataupun pemeliharaan jenis fauna dilindungi. 

2. Verifier 3.6.2 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan kegiatan pengelolaan 

fauna dilindungi sesuai dengan prosedur, yakni melakukan identifikasi fauna dilindungi. 

Sementara itu, kegiatan lain yang telah dilakukan terkait dengan pengelolaan fauna dilindungi 

yakni: Alokasi kawasan lindung sebagai habitat fauna dilindungi; Pemasangan plang nama 

kawasan lindung dan larangan merambah, membakar hutan, dan berburu satwa lindung; 

Penyiapan personil dan sarana prasarana perlindungan hutan; Penandaan batas kawasan 

lindung; dan melakukan penanaman di areal tanah kosong bekas blok RKT dan jalan sarad. 

Meskipun begitu, kegiatan pengelolaan fauna dilindungi masih belum spesifik terhadap fauna 

lindung hasil identifikasi, seperti pembuatan jalur lintas satwa, penyediaan jenis pakan satwa di 

persemaian, penandaan gua/sarang satwa, dsb. 

3. Verifier 3.6.3 : Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri belum memiliki data monitoring populasi fauna dilindungi selama 

periode 1 tahun terakhir, sehingga acuan untuk mengetahui tren kondisi fauna dilindungi pada 

periode 1 tahun terakhir dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supandi, S.Hut (GANIS PHPL-BINHUT), masih 

terdapat masyarakat sekitar yang berburu babi dan payau/rusa di areal PT AKM. Rusa (jenis rusa 

endemik Kalimantan umumnya adalah Rusa Sambar (Rusa unicolor)) merupakan salah satu jenis 

fauna dilindungi sesuai PermenLHK P.106 Tahun 2018 dan kategori Vulnerable (VU) atau Rentan 

Punah dalam status perlindungan IUCN Redlist. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat 

gangguan terhadap jenis fauna dilindungi di areal PT Aditya Kirana Mandiri. Lebih lanjut, sebagian 

kawasan lindung PT AKM mengalami gangguan hutan berupa perladangan oleh masyarakat. 

Kegiatan perladangan di areal kawasan lindung ini berpotensi mengancam berkurangnya luasan 

habitat fauna dan adanya akses masuk masyarakat ke kawasan lindung secara bebas juga 

mengancam adanya perburuan jenis satwa dilindungi lain.  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.6 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL 
18. Indikator 4.1 :  

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum 

Adat dan/atau Masyarakat Setempat 

 

1. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Hasil telaahan terhadapa dokumen PT AKM yang tersedia masih belum memberikan informasi 

yang cukup terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-

hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT AKM untuk jangka panjang (10 tahun) 

dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 - 2021; rencana tahunan 

dalam RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021, serta untuk rencana kelola sosial PT AKM 

telah menyusun Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2020 & 2021, akan tetapi masih 

kurang lengkap dan belum dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan. 

2. Verifier 4.1.2 : Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait penataan batas/rekonstruksi batas 

kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak 

sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam : 

1. SOP Delineasi Batas Kawasan dengan Masyarakat  

2. SOP Penyelesaian Konflik Sosial   

Hasil telaahan terhadap  SOP yang tersedia telah sesuai dan telah diimplementasikan dalam 

penataan batas partisipatif antar kampung yang ada di areal PT AKM serta dalam proses 

penyelesaian konflik dengan masyarakat. 

3. Verifier 4.1.3 : Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT  AKM telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH sama seperti pada 

penilaian sebelumnya tertuang dalam : 

1. SOP Peningkatan Akses masyarakat terhadap Hutan 

2. SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat 

3. SOP Identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat 

Prosedur yang ada telah memiliki sistimatika yang lengkap mencakup pengertian, tujuan, 

sasaran, penanggung jawab, tahapan- tahapan kegiatan serta laporan hasil kegiatan. 

Hasil telaahan terhadap SOP – SOP tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. 

4. Verifier 4.1.4 : Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen 

dengan kawasan kehidupan masyarakat 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : SEDANG 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Revisi Peta Sebaran Desa IUPHHK-HA PT AKM skala 1 : 155.000, areal PT AKM 

masuk wilayah administrasi  Kampung Long Suluy, Long Lamcin, Long Pelay, Long Keluh dan 

Long Duhung, Kecamatan Kelay Kab. Berau. 

Berdasarkan peta tersebut luas wilayah masing-masing kampung yang masuk dalam areal 

konsesi PT Aditya Kirana Mandiri sudah dideliniasi berdasarkan wilayah administrasi Kecamatan 

akan tetapi sebagian belum mendapatkan pengakuan para pihak, deliniasi batas kampung 

tersebut digunakan sebagai acuan dalam Pembayaran Fee kompensasi oleh PT AKM kepada 

masyarakat. 

Batas kampung/desa di areal PT AKM yang sudah dilakukan penandaan batasnya antara lain : 

a) Batas Kampung Long Duhung dengan Long Keluh di Blok RKT 2019 (petak BE 20) 

b) Batas Kampung Long Lamcin dengan Long Pelay (berupa Batas Alam) 

Berdasarkan Peta Deliniasi Kawasan Perladangan pada areal IUPHHK-HA skala 1 : 155.000 dan 

Hasil identifikasi perladangan masyarakat  di areal Kerja UPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri 

pada Juni 2021, terdapat Klaim pemanfaatan lahan oleh masyarakat berupa ladang dan kebun di 

areal PT AKM sebanyak 18 kelompok keluarga dengan luas 1,887,83 Ha, sudah diidentifikasi 

namun masih belum dilakukan penataan batasnya di lapangan. 

PT AKM memiliki sebagian bukti dokumen terkait luas dan batas kawasan/areal kerja UM dengan 

kawasan kehidupan masyarakat sekita 

5. Verifier 4.1.5 : Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM  dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan 

dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan 

diterbitkan SK IUPHHK-HA dan disahkanya RKUPHHK-HA PT AKM serta terdapat dukungan dari 

masyarakat sekitar dalam hal ini masyarakat Long Duhung dan Long Keluh yang tertuang dalam 

: 

1. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Duhung terhadap URKT Tahun 2020 

IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 5 Agustus 2020  

2. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Keluh terhadap URKT Tahun 2020 

IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 12 Januari 2020 

3. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Keluh terhadap URKT Tahun 2020 

IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 7 Desember 2020 

4. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Duhung terhadap URKT Tahun 2020 

IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 12 Desember 2020 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping diperoleh informasi bahwa lokasi Blok RKT 

PT AKM Tahun 2020 dan 2021 berada di wilayah admistrasi Kampung Long Duhung dan Long 

Keluh sehingga sehingga sosialisasi dan persetujuan dilakukan pada 2 desa/kampung tersebut. 

Pada areal PT AKM  masih terdapat potensi konflik dengan masyarakat sekitar terkait batas antar 

desa di areal kerjanya sebagian belum definitif dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, namun 

selama ini konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik. 

PT AKM memiliki dokumen yang lengkap terkait persetujuan para pihak dan batas areal kerja 

IUPHHK 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 85,71 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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19. Indikator 4.2 :  

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku 

1. Verifier 4.2.1 : Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam : 

1. SK IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri  

2. Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021 

3. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 

4. RKL & RPL PT AKM yang telah disahkan dengan No.1764/Menhutbun-II/1999 Tanggal 14 

Oktober 1999 

5. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT AKM Tahun 2020 dan Tahun 2021, pada RO 

Tahun 2020, antara Rencana dan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial tidak sama. 

6. Rekap Realisasi PMDH/ Kelola Sosial PT AKM Tahun 2020  dan Rekap kegiatan Kelola Sosial 

PT AKM Tahun 2021 (tidak lengkap), dan laporan tidak disampaikan secara rutin kepada 

Instansi terkait (laporan semesteran). 

7. Bukti Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2020 dan sewa base camp KM 51 

8. Kesepakatan dengaan masyarakat sekitar terkait Fee Kompensasi & Sewa Lokasi Base Camp 

serta kegiatan sosial lainnya. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT AKM memiliki dokumen terkait tanggung 

jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan, namun 

tidak lengkap. 

2. Verifier 4.2.2 : Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang 

izin terhadap masyarakat sam seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam : 

1. SOP Bina Desa  

2. SOP Distribusi Insentif  

3. SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat  

Seluruh prosedur telah mengakomodir proses tanggung jawab kepada masyarakat, sistimatika 

penyusunan sudah lengkap mencangkup tentang pengertian, tujuan, sasaran, penanggung 

jawab, tahapan-tahapan kegiatan serta laporan hasil kegiatan. 

3. Verifier 4.2.3 : Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap 

masyarakat dalam mengelola SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, kegiatan sosialisasi PT AKM kepada masyarakat telah dilakukan 

dengan bukti dokumen sebagai berikut : 

1. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Keluh terhadap URKT Tahun 2020 

IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 12 Januari 2020 

2. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Duhung terhadap URKT Tahun 2020 

IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 5 Agustus 2020 

3. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Keluh terhadap URKT Tahun 2021 

IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 7 Desember 2020 

4. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Duhung terhadap URKT Tahun 2021 

IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 12 Desember 2020 
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Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, diperoleh informasi bahwa lokasi Blok RKT 

Tahun 2020 dan Tahun 2021 PT AKM masuk wilayah administrasi Kampung Long Duhung dan 

Long Keluh Kec. Kelay, sehingga sosialisasi RKT dan lainnya  dilakukan pada 2 (dua) desa 

tersebut dan terdapat kesepakatan/dukungan terkait operasional PT AKM dan telah direalisasikan 

sesuai kesepakatan. 

PT AKM memiliki bukti yang lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 

sekitar mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. 

4. Verifier 4.2.4 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM  memiliki bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ 

implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH tertuang dalam : 

1. Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar, sesuai kesepakatan. 

2. Bantuan Alat Berat untuk perbaikan jalan dan Jembatan  

3. Bantuan BBM untuk penerangan/listrik di 5 (lima) desa sekitar (masing-masing 1 

drum/bulan) 

4. Bantuan Transportasi Masyarakat ke luar kampung (acara keagamaan) 

5. Honor Aparat Pemerintah Kampung ( Long Duhung dan Long Keluh) 

6. Pemanfaatan Tenaga Perakitan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal  

7. Kerjasama Suplai hasil pertanian dengan masyarakat sekitar (ada SPK). 

Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pendamping kriteria sosial diperoleh informasi 

bahwa PT AKM memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat sekitar. 

 

5. Verifier 4.2.5 : Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM  memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : 

1. Realisasi Kelola Sosial PT  AKM Tahun 2020, tidak dibuat sesuai standar format laporan dan 

Realisasi Kelola Sosial Semester I Tahun 2021 tidak tersedia 

2. BAST Pembayaran Fee Kompensasi dan sewa lokasi Base camp. 

3. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020  & 2021, tersedia namun tidak lengkap 

4. BAST BBM (Solar) untuk Muspika Kelay sebanyak 208 liter 

5. BAST BBM (Solar) untuk Kampung Long Pelay sebanyak 200 liter (untuk Bulan Desember 

2020 & Januari 2021) 

6. BAST BBM (Solar) untuk Kampung Long Keluh sebanyak 600 liter (untuk bulan November; 

Desember 2020 dan Januari 2021) 

 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT AKM telah membuat Laporan Realisasi Kelola 

Sosial Tahun 2020 dan Rekap Kegiatan Kelola Sosial tahun 2021 (tidak dibuat sesuai format 

standar), serta tidak disampaikan secara rutin ke Instansi Terkait, serta BAST kegiatan kelola 

sosial tersedia namun tidak lengkap. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai  80,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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20. Indikator 4.3 :  

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak. 

1. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM sebagian  memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, 

tertuang dalam :  

1. Revisi RKUPHHK-HA PT AKM Periode Tahun 2012 – 2021 

2. Peta Sebaran Desa sekitar IUHPHHK-HA PT AKM skala 1 : 155.000 

3. BAST kegiatan kelola sosial PT AKM Tahun 2020 (tersedia namun tidak lengkap) 

4. Pemanfaatan Tenaga Kerja  Tahun 2020 (ada 69 orang karyawan) 

5. Kontraktor Perakitan dari Lokal (ada 1 Kontraktor) 

6. Kerjasama Suplai Hasil Pertanian PT AKM  dengan masyarakat sekitar (an. Daring) 

7. Penilaian High Conservation Value Forest PT Aditya Kirana Mandiri pada NKT 5 dan 6 Tahun 

2016 

Akan tetapi PT AKM  belum memiliki dokumen terkait dengan Aktivitas Pemanfaatan HHBK oleh 

masyarakat sekitar arealnya  serta  pengelolaannya dan data penerima kegiatan kelola sosial 

tersedia namun tidak lengkap. 

 

2. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sama seperti pada penilaian 

sebelumnya tertuang dalam :  

1. SOP Bina Desa  

2. SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 

3. SOP Distribusi Insentif 

4. SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat   

 

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, isi dari SOP yang ada telah  mengakomodir peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat serta telah diiplementasikan dalam 

kerjasama suplai hasil pertanian, Kerjasama Perakitan dan Kesepakatan terkait Fee Kompensasi 

& sewa Base camp KM 51 

3. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM memiliki  dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam : 

1. Revisi RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 – 2021 

2. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 & Tahun 2021 

3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT AKM Tahun 2020 & 2021, tidak dirinci 

kegiatannya pada masing-masing desa binaan. 

4. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait operasional PT AKM pada saat dilakukan 

sosialisasi RKT 
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Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut, PT AKM  memiliki dokumen rencana kegiatan kelola 

sosial/PMDH akan tetapi program kegiatannya  yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA, 

RKTUPHHk-HA dan RO Kelola Sosial tidak sinkron, serta Kegiatan Kelola Sosial PT AKM 

sebagian besar berdasarkan hasil kesepakatan dan usulan dari Masyarakat 

4. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  oleh PT AKM terhadap 

masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH PT AKM Tahun 2020, realisasi atau 

sebesar 28,36 % ( Tenaga Kerja Musiman) 

2. Pemanfaatan Kontraktor Perakitan yang berasal dari Lokal (ada 1 dan berasal dari 1 desa 

dari 2 desa binaan), atau sebesar 50,00 % 

3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (21 orang dari 69 karyawan), atau sebesar 30,43 % 

4. Kerjasama dengan Suplier dari lokal (ada 1 dan berasal dari lokal dari 2 desa binaan), atau 

sebesar 50,00 % 

5. Pembayaran Fee Kompensasi lainnya sesuai kesepakatan  

 

Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT AKM sebesar :  

                   ( 28,36 + 50,00+30,43 + 50,00 ) % : 4 = 39,70 % (< 50 %) 

5. Verifier 4.3.5 : Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM memilki sebagian bukti  dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat 

kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara) tertuang 

dalam : 

1. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH PT AKM  Tahun 2020  

2. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2020 

3. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi dan sewa base camp Tahun 2020 

4. Rekap Upah Borongan perakitan sesuai SPK 

5. Rekap Kewajiban Kepada Pemerintah/Negara : 

- PBB Tahun 2020, tidak tersedia 

- PPh 21, tersedia sebagian 

- BPJS Tenaga Kerja, tahun 2020  

- BPJS Kesehatan masih dalam proses  

- DR dan PSDH, tersedia 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 74,07 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

21. Indikator 4.4 :  

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal 

1. Verifier 4.4.1 : Tersedianya mekanisme resolusi konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM  memiliki mekanisme yang lengkap terkait resolusi konflik yang mengacu pada Perdirjen 

P.5 Tahun 2016 tertuang dalam dokumen : 

1. SOP Penyelesaian Konflik Sosial 
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2. Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Job Description yang ditandatangani oleh Direktur 

Utama pada tanggal 5 Agustus 2020. 

Prosedur Penyelesaian Konflik Sosial, bertujuan sebagai pedoman/acuan dalam penyelesaian 

suatu konflik yang terjadi dengan masyarakat. Sistimatika prosedur sudah lengkap, dimana 

tahapan dalam penyelesaian konflik 

2. Verifier 4.4.2 : Tersedia peta konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT  AKM memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam Peta Potensi dan 

Resolusi Konflik di dalam dan diluar areal IUPHHK-HA PT AKM skala 1 : 155.000, dalam peta 

tersebut terdapat informasi sebaran konflik yang ada di PT AKM. 

PT AKM  telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi Konflik pada areal IUPHHK-HA PT AKM 

dan telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 dan PT AKM telah 

mengirim laporan pemetaan konflik tersebut kepada Instansi terkait terdapat bukti pengiriman. 

Dari hasil uraian dalam laporan Pemetaan Potensi Konflik PT AKM pada periode 1 tahun terakhir, 

masih sama dengan laporan sebelumnya (belum di Up date) terdapat 7 potensi konflik. 

Hasil telaahan terhadap dokumen ditemukan BA Kesepakatan Denda tertabraknya Pohon Sagu 

oleh Perusahaan di wilayah Kampung Long Keluh, akan tetapi belum masuk dalam laporan 

pemetaan potensi dan resolusi konflik PT AKM. 

3. Verifier 4.4.3 : Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM memiliki lembaga yang menangani konflik tertuang dalam SK Direktur IUPHHK-HA PT 

AKM No.017/AKM/VII/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Revisi Satuan Operasional Resolusi 

Konflik (SORK) Tahun 2021, dilengkapi dengan SDM dan Tugas dari Tim SORK. 

Dalam penyiapan anggaran untuk resolusi konflik tahun 2021 PT AKM telah menyiapkan 

anggaran untuk operaional resolusi konflik sebesar Rp. 150.000.000,- setiap tahunnya. 

PT AKM memiliki Struktur Organisasi yang menangani konflik dilengkapi dengan SDM, serta PT 

AKM telah menyusun anggaran yang memadai dalam penanganan konflik di arealnya 

4. Verifier 4.4.4 : Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-3, berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik yang telah disusun 

oleh PT AKM, di areal PT AKM terdapat 7 potensi konflik. 

Pada periode 1 tahun terakhir, hasil telaahan terhadap dokumen, terdapat BA terkait 

Tertabraknya Pohon Sagu oleh Perusahaan di areal Kampung Long Keluh, dan sudah dibuat 

kesepakatan pada tanggal 27 Desember 2020 (dengan denda sebesar Rp. 400 Juta), namun 

tidak tersedia dokumen kronologis penyelesaian konfliknya.  

PT AKM telah menyusun laporan pemetaan potensi, akan tetapi belum di update dan belum 

dilaporkan kepada Instansi Terkait (Dishut Provinsi Kaltim), secara periodik 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

: BAIK dengan nilai mencapai  83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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22. Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja 

 

1. Verifier 4.5.1 : Adanya hubungan industrial 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM  telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan bukti terdapat 

dokumen :  

1. PP PT AKM  Peride 2018 -2020  yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kab. Berau, Nomor 

: KEP.560/914.4.KSK tanggal 3 Desember2018 berlaku 2 (dua) tahun sejak disahkan 

(berlaku sd. 2 Desember 2020), terdapat pengajuan perpanjangan PP PT AKM tanggal 1 

Desember 2020 dan telah disahkan oleh Dinaskertrans Kab. Berau dengan 

No.KEP.560/021.4.KSK tanggal 12 Juli 2021. 

2. Terdapat BA Sosialisasi PP yang dilengkapi daftar hadir tanggal 9 September 2020 (dengan 

peserta 15 karyawan) 

3. Di lingkungan PT AKM belum terdapat Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat  kebebasan 

kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja yang dituangkan dalam PP PT AKM 

Periode 2018 - 2020 Pasal 32. 

4. Terdapat contoh SPK Karyawan PT AKM  an.  Hasriani dan Aldrich Kurniawan. (PKWT) 

5. Terdapat SK Gub. Kaltim No.561/K.609/2019 tanggal 18 November 2019 tentang UMK 

Kabupaten Berau Tahun 2020 (sebesar Rp. 3.386.593) dan SK Gub. Kaltim 

No.561/K.656/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang UMK Kabupaten Berau Tahun 2021 

(sebesar Rp. 3.412.331). 

6. Contoh Slip Gaji Karyawan PT AKM terendah an. HAS, upah yang diterima diatas UMK Kab. 

Berau yang berlaku, akan tetapi beberapa bulan terakhir terdapat keterlambatan dalam 

pembayaran gaji kepada karyawannya. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara dengan Pendamping Kriteria 

Sosial PT AKM  diperoleh informasi bahwa karyawan PT AKM sebagian telah mendapatkan 

sosialisasi PP dan Perusahaan telah merealisasikan sebagian klausul yang terdapat dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) 

2. Verifier 4.5.2 : Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM  memiliki mekanisme peningkatan kompetansi tertuang dalam Rencana dan Realisasi 

Pendidikan dan Pelatihan PT AKM Tahun 2020, PT AKM  telah mengimplementasikan Rencana 

dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Tahun 2020 ada  4 jenis pelatihan 

dengan jumlah peserta 5 orang, dan realisasi jenis pelatihan  mencapai 50,00 % sedang jumlah 

peserta mencapai 60,00 % 

Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT AKM memiliki  7 orang GANIS PHPL (kartu Ganis 

masih berlaku) terdiri : Kurpet = 0 orang, Canhut = 2 orang, Nenhut = 1 orang, Binhut  = 1 orang, 

PKB-R  =  3 orang   

Berdasarkan ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015, masih terdapat kekurangan Tenaga Teknis 

PHPL sebanyak 3 orang ( Kurpet =1, Nenhut =1 dan Binhut =1. 

3. Verifier 4.5.3 : Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peratuan 

Perusahaan PT AKM   tentang Mutasi & Promosi dan SOP Penerimaan Karyawan Baru & SOP 

Evaluasi dan Promosi Jabatan. 
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Pada periode 1 tahun terakhir, terdapat implementasi promosi karyawan, akan tetapi tidak 

dilengkapi dengan form penilaian sesuai dengan mekanisme yang ada,  serta Karyawan PT AKM 

seluruhnya berstatus sebagai karyawan PKWT/Kontrak. 

PT AKM memiliki sebagian mekanisme peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya, akan 

tetapi baru sebagian yang diimplementasikannya 

4. Verifier 4.5.4 : Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT AKM memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang PP PT  AKM 

Periode 2018 – 2020 dan telah  mengimplementasikan sebagian tunjangan kesejahteraan 

karyawan sesuai Klausul yang ada dalam Peraturan Perusahaan dan Perundangan lainnya yang 

berlaku. 

Tunjangan kesejahteraan karyawan PT AKM  antara lain : 

1. Gaji karyawan semuanya diatas UMK yang berlaku di Kab Berau, akan tetapi beberapa bulan 

terakhir terdapat keterlambatan dalam pembayarannya gaji kepada karyawannya. 

2. Karyawan tinggal di mess yang cukup layak, namun fasiltas yang tersedia kurang memadai 

3. Fasilitas Kesejahteraan yang ada di Base Camp KM 51 yang ada masih kurang memadai  

4. Terdapat Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober dan November 

2020, bukti terbaru tidak tersedia  

5. Karyawan diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan terdapat contoh kartu BPJS an. Fransiscus 

dan Gatot Adi Widianto, dan dibidang kesehatan Karyawan sebagian tidak diikutsertakan 

BPJS Kesehatan, namun biaya berobat ditanggung perusahaan untuk karyawan ybs. 

PT AKM memiliki sebagian dokumen Tunjangan Kesehatan terhadap Karyawan dan baru 

sebagian yang telah  diimplementasikannya. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

5. NILAI STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
 

23. Prinsip 1 :  

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan 

1. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legal yang dimiliki oleh PT Aditya Kirana Mandiri terhadap 

keberadaan dokumen legal terkait dengan perizinan usaha selama 1 (satu) tahun terakhir atau 

pada periode Penilikan Ke-4 diketahui bahwa dokumen legal tersebut tidak mengalami 

perubahan dengan kondisi sebagai berikut : 

• PT Aditya Kirana Mandiri memiliki SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan No. 862/Kpts-VI/1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang 

Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Aditya Kirana Mandiri di Provinsi Daerah 

Tingkat I Kalimantan Timur. SK IUPHHK- HA yang diverifikasi adalah SK yang ditandatangani 

oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Dr. Ir. Muslimin Nasution pada 

tanggal 12 Oktober 1999 dengan legalitas yang sah dan distempel. 

• Tersedia Peta Lampiran SK IUPHHK-HA, yaitu berupa Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan 

Hutan PT Aditya Kirana Mandiri (sebagian Eks HPH PT Alas Helau) Kelompok Hutan Sungai 

Kelay Provinsi Dati I Kalimantan Timur Luas ± 42.700 Ha, Skala Peta 1 : 100.000 yang 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Ir. Muslimin Nasution dan dicap. 
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• Dokumen legalitas lainnya yang telah dimiliki PT Aditya Kirana Mandiri yang berhubungan 

dengan legalitas perusahaan antara lain sebagai berikut : 

a. Terdapat Akte Pendirian Perusahaan PT Aditya Kirana Mandiri No 18 tgl 12 Februari 

1999 Notaris Chufran Hamal, S.H. 

b. Terdapat Akte Perubahan No 13 tgl 12 Juni 2020 Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro, 

S.H.  

c. NPWP No 01.893.827.4.727.000 atas nama PT Aditya Kirana Mandiri Jl. P. Manimbora 

No 88 RT 30 Tanjung Redeb Tanjung Redeb Berau – Kalimantan Timur. 

d. Terdapat dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Aditya Kirana Mandiri 

dengan NIB 0206012002265 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia 

c.q. Lembaga OSS pada tanggal 26 Oktober 2020. 

2. Verifier 1.1.1.b : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Pada periode Penilikan Ke-4 tidak terdapat perubahan pada dokumen SPP IIUPHHK-HA dan Bukti 

Setor IUPHHK (Pembayarannya), yaitu Dokumen Surat Perintah Pembayaran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor S.352/VI-BIKPHH/2010 tanggal 28 April 

2010. 

SPP IIUPHHK ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Dr. Ir. Hadi 

Daryanto, D.E.A, dan dicap. 

Terdapat Bukti Pelunasan kewajiban IIUPHHK-HA dengan kondisi Bukti Setor diantaranya : 

a) Bukti Setor tanggal 15 Mei 2012 dari Bank BII sejumlah Rp 3.586.250.000,- transfer dengan 

nama pengirim PT Aditya Kirana Mandiri. Nama Penerima bendaharawan penerima setoran 

IIUPH Nomor Rek. 1020004203870 pada Bank mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan 

dengan berita Pelunasan Pembayaran IIUPH an. PT Aditya Kirana Mandiri. 

b) Bukti setor tanggal 28 September 2010 dari Bank BII sejumlah Rp. 150.000.000,-. transfer 

dengan nama pengirim PT Aditya Kirana Mandiri. Nama penerima Bendaharawan penerima 

Setoran IIUPH Nomor rek. 1020004203870 pada Bank mandiri Cabang Gedung Pusat 

Kehutanan. 

3. Verifier 1.1.1.c : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). 

Nilai : Not Applicable 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada areal IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah 

di luar IUPHHK-HA atau Non Kehutanan. 

 

24. Prinsip 2 :  

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 2.1.1.a : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat 

yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : Memenuhi 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri diperoleh adanya 3 (tiga) 

dokumen RKUPHHK sebagai berikut : 

a. Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan 

menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021, PT Aditya Kirana Mandiri. 

Dokumen telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.20/BUHA-

2/2012 Tanggal 10 Februari 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Aditya 

Kirana Mandiri (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Provinsi Kalimantan 

Timur. 

b. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 yang telah 

disahkan sesuai dengan SK No SK.4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 tanggal 31 

Agustus 2016. SK ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL atas nama Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera Partama NIP 19590502 198603 1 001 

dan terdapat Salinan SK sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Bagian 

Hukum dan Kerjasama Teknik, Bambang Wiyono, SH, MH NIP 19610201 1983 1 005, dan 

lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri lengkap Skala 1: 100.000 yang 

telah disetujui sesuai dengan SK. Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri 

Periode 2012-2021, dimana diketahui Etat Luas maksimum ± 945,00 Ha/Thn dan Etat 

Volume maksimum sebesar ± 16.915,44 M3/tahun. 

c. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 yang telah 

disahkan sesuai dengan SK No SK.6572/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 2 

Desember 2020. SK ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL atas nama Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM / NIP 19640930 

198903 1 001 dan terdapat Salinan SK sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh 

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Fahrurrazi, S.H / NIP 19631015 199403 1 002, 

dan lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri lengkap Skala 1: 100.000 

yang telah disetujui sesuai dengan SK. Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana 

Mandiri Periode 2012-2021, dimana diketahui Etat Luas maksimum ± 13.098 Ha/Thn dan 

Etat Volume maksimum sebesar ± 146.061,07 M3/10 tahun. 

Pada periode penilikan ke-4 kinerja PHPL tahun 2021 tersedia 3 (tiga) dokumen RKTUPHHK-HA 

atas nama PT Aditya Kirana Mandiri, dengan uraian legalitas sebagai berikut : 

a) Terdapat RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over) PT 

Aditya Kirana Mandiri telah disahakan secara self approval oleh Direktur Utama PT Aditya 

Kirana Mandiri sesuai dengan SK No.  01/AKM/Kpts-RKT/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 

serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(berlaku s/d 31 Desember 2020). 

b) Terdapat Revisi RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry 

Over) PT Aditya Kirana Mandiri telah disahakan secara self approval oleh Direktur Utama PT 

Aditya Kirana Mandiri sesuai dengan SK No.  02/AKM/Kpts-RKT/XII/2020 tanggal 04 

Desember 2020 serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (berlaku s/d 31 Desember 2020). 

c) Terdapat RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2020 (Carry 

Over) PT Aditya Kirana Mandiri telah disahakan secara self approval oleh Direktur Utama PT 

Aditya Kirana Mandiri sesuai dengan SK No.  01/AKM/Kpts-RKT/I/2021 tanggal 11 Januari 

2021 serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku (berlaku s/d 31 Desember 2021). 

 

PT Aditya Kirana Mandiri memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama : 
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• Suwanto No. Reg. 01210006290 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor 

SK.199/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan masa berlaku sampai dengan 

tanggal 14 Januari 2023. 

• Supandi No. Reg. 01210002675 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor 

SK.117/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan masa berlaku sampai dengan 

tanggal 11 Januari 2023. 

2. Verifier 2.1.1.b : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di 

lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan tahun 2021 yang 

memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa : 

- Buffer Zone Hutan Lindung, 

- Kawasan Konservasi Insitu (KKI); 

- Sempadan sungai; 

- Areal Tegakan Benih, dan 

- Areal PUP 

 

Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan baik berupa papan nama dan 

patok kayu di areal yang tidak boleh ditebang antara lain : 

- Sempadan Sungai Blu Glop pada koordinat 01˚51’ 23,472” N ; 116˚56’ 51,546” E 

- Sempadan Sungai Blu Lenga pada koordinat 01˚54’ 18,996” N ; 116˚56’ 40,782” E 

3 Verifier 2.1.1.c : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Blok 

RKTUPHHK-HA Tahun 2021, diantaranya : 

• Penandaan Blok RKT Tahun 2021 seluas 1.248 Ha berupa pemasangan papan nama, berada 

pada koordinat N 10 51’ 11,802” E 1160 56’ 16,896”; 

• Batas petak BG 26 dan BF 26 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama dan cat 

merah polet 2 (//), berada pada koordinat N 10 51’ 18,942” E 1160 56’ 48,486”; 

• Batas petak BF 26 dan BE 26 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama dan cat 

merah polet 2 (//), berada pada koordinat N 10 51’ 11,79” E 1160 56’ 16,746”; 

• Batas petak BE 26 dan BF 26 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama dan cat 

merah polet 2 (//), berada pada koordinat N 10 51’ 11,802” E 1160 56’ 17,07”. 

4 Verifier 2.2.1.a : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam 

proses) dengan lampiran-lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri diperoleh adanya 3 (tiga) 

dokumen RKUPHHK sebagai berikut : 

a. Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan 

menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021, PT Aditya Kirana Mandiri. Dokumen 
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telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.20/BUHA-2/2012 

Tanggal 10 Februari 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Aditya Kirana 

Mandiri (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Provinsi Kalimantan Timur. 

b. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 yang telah 

disahkan sesuai dengan SK No SK.4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 tanggal 31 

Agustus 2016. SK ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL atas nama Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera Partama NIP 19590502 198603 1 001 

dan terdapat Salinan SK sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Bagian 

Hukum dan Kerjasama Teknik, Bambang Wiyono, SH, MH NIP 19610201 1983 1 005, dan 

lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri lengkap Skala 1: 100.000 yang 

telah disetujui sesuai dengan SK. Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri 

Periode 2012-2021, dimana diketahui Etat Luas maksimum ± 945,00 Ha/Thn dan Etat 

Volume maksimum sebesar ± 16.915,44 M3/tahun. 

c. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 yang telah 

disahkan sesuai dengan SK No SK.6572/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 2 

Desember 2020. SK ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL atas nama Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM / NIP 19640930 

198903 1 001 dan terdapat Salinan SK sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh 

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Fahrurrazi, S.H / NIP 19631015 199403 1 002, 

dan lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri lengkap Skala 1: 100.000 

yang telah disetujui sesuai dengan SK. Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana 

Mandiri Periode 2012-2021, dimana diketahui Etat Luas maksimum ± 13.098 Ha/Thn dan 

Etat Volume maksimum sebesar ± 146.061,07 M3/10 tahun. 

5 Verifier 2.2.1.b : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri 

Nilai : Not Applicable 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam yang 

menerapkan Sistem Silvikultur TPTI, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang 

melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri. 

 

25. Prinsip 3 :  

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 

3.1.1. 

: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
➢ Pada periode audit Penilikan ke-4, PT Aditya Kirana Mandiri memiliki GANISPHPL-PKB sebanyak 

3 personil, yaitu diantaranya : 

1) Wartono dengan No. Register 04210006070 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI 

Samarinda No. SK.116/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang 

Penugasan GANISPHPL pada PT Aditya Kirana Mandiri dan berlaku sampai dengan tanggal 

11 Januari 2023. 

2) Supandi dengan No. Register 04200002675 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI 

Samarinda No. SK.100/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang 

Penugasan GANISPHPL pada PT Aditya Kirana Mandiri dan berlaku sampai dengan tanggal 

17 Desember 2023. 
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3) Mohamad Yunani dengan No. Register 04210006076 berdasarkan SK Kepala BPHP 

Wilayah XI Samarinda No. SK.126/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang 

Penugasan GANISPHPL pada PT Aditya Kirana Mandiri dan berlaku sampai dengan tanggal 

11 Januari 2023. 

➢ PT Aditya Kirana Mandiri telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP atas nama 

Wartono dengan No. Register 04210006070 sesuai SK Direktur PT AKM Nomor : 

034/D.J/AKM/I/2021 tanggal 11 Januari 2021. 

➢ Pada periode audit penilikan ke-4 RKT Tahun 2020, terdapat buku ukur lapangan dengan total 

sebanyak 25 set dengan jumlah 1.519 batang dan volume sebesar 6.193,75 m3 yang dibuat dan 

sudah di upload ke SIPUHH dengan rincian sebagai berikut : 

Buku Ukur Jumlah 

Set 

Batang Volume 

RKT 2020 5 531 2.224,6 

RKT 2021 20 988 3.969,15 

  1.519 6.193,75 

 

➢ Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan dokumen LHP PT Aditya Kirana Mandiri selama 

periode audit (Juli 2020 – Juni 2021) PT Aditya Kirana Mandiri telah membuat/ menerbitkan LHP 

yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 yaitu sebanyak 

24 set dokumen LHP dengan total 1.519 batang dan volume 6.193,75 m3 dengan rincian sbb : 

- Pada RKT 2020 terdapat penerbitan LHP sebanyak 11 set dengan total 531 batang dan 

volume sebesar 2.224,60 m3; 

- Pada RKT 2021 terdapat penerbitan LHP sebanyak 13 set dengan total 988 batang dan 

volume sebesar 3.969,15 m3. 

➢ Adapun realisasi produksi pada RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 dengan rincian sebagai berikut: 

a) Pada RKT 2020 telah terealisasi 2.224,60 m3 (8,69%) dari target 25.594 m3 

b) Pada RKT 2021 (s.d 30 Juni 2021) telah terealisasi 3.969,15 m3 (11,51%) dari target 34.476 

m3 

➢ Berdasarkan uji petik pengukuran stock kayu di TPK Hutan menunjukkan kesesuaian pada jenis 

kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,77 

%. 

2 Verifier 

3.1.2. 

: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara 

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
➢ PT Aditya Kirana Mandiri telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara dengan kondisi 

sebagai berikut: 

a) PT Aditya Kirana Mandiri telah menetapkan Lokasi TPK Hutan berdasarkan SK Direktur PT 

AKM No. 004/AKM-Ib/06.15 tanggal 24 Juni 2015. 

b) PT Aditya Kirana Mandiri telah menetapkan Lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT 

AKM No. 014/AKM-Ia/01.2020 tanggal 02 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 

31 Desember 2025. 

➢ PT Aditya Kirana Mandiri memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen 

SKSHHK dan sebagai P3KB yang ditunjuk melalui SK Direktur Utama, yaitu sebagai berikut : 
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a) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Mohamad Yunani dengan Nomor 

Register 04210006076 sesuai SK Direktur PT AKM No. 036/D.J/AKM/I/2021 tanggal 11 

Januari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan 

Kayu (P2SKSHHK) Tahun 2021 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2020 di TPK Hutan 

IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri Provnsi Kalimantan Timur. 

b) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara 1 & 2 atas nama Supandi, S.Hut dengan Nomor 

Register 04200002675 sesuai SK Direktur PT AKM No. 038/D.J/AKM/I/2021 tanggal 14 

Februari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan 

Kayu (P2SKSHHK) di TPK Antara dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2020 IUPHHK-HA 

PT Aditya Kirana Mandiri Provnsi Kalimantan Timur. 

c) Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Wartono dengan Register 

Nomor 04210006070 sesuai SK Direktur PT AKM No. 037/D.J/AKM/I/2021 tanggal 11 

Januari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) RKT 

Tahun 2021 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2020 IUPHHK-HA PT Aditya Kirana 

Mandiri Provnsi Kalimantan Timur. 

➢ Selama periode audit (Juli 2020 s.d Juni 2021), PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan 

penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan 

untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian sebagai berikut: 

a) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara I/ Logpond dengan 

menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 117 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.115 

batang dengan volume sebesar 4.648,22 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas 

Mohamad Yunani dengan Nomor Register 04210006076. 

b) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara I/ Logpond menuju Industri dengan 

menggunakan Truck dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 32 set dokumen SKSHHK terdiri 

atas 1.447 batang dengan volume sebesar 5.336,92 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB 

atas nama Supandi, S.Hut dengan Nomor Register 04200002675. 

3. Verifier 

3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 

: Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain 

sbb: 

a. Barcode SIPUHH warna Kuning 

b. Terdapat pula penomoran bantu menggunakan cat pada batang kayu warna biru yang dicatat ke 

dalam buku ukur untuk memudahkan pendokumentasian catatan identitas kayunya. 

c. Di samping itu terdapat label intern warna putih pada batang kayu yang berisi informasi tentang 

RKT, Nomor Batang, Jenis Kayu, Panjang dan Diameter untuk memudahkan pencatatan dan 

dokumentasi kayunya. 

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. 

4. Verifier 

3.1.3.b 

: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat 

sarana prasarana di Basecamp PT Aditya Kirana Mandiri beserta SDM dan operatornya. Hasil 

pengecekan pada operasional SIPUHH Online dapat dilakukan dan tidak terdapat kendala di lapangan. 
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Identitas pada bontos kayu telah dipasang/ digunakan sepenuhnya dan diimplementasikan 

dilapangan. 

Penandaan kayu diterapkan di lapangan dan pada dokumen tata usaha kayu yang menyertainya 

secara konsisten serta hasil uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT Aditya Kirana Mandiri 

dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan. 

5. Verifier 

3.1.4 

: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan tanaman 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat 

(DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara 1 dan terakhir ke industri 

perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara I/ Logpond dengan 

menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 117 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.115 

batang dengan volume sebesar 4.648,22 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas Mohamad 

Yunani dengan Nomor Register 04210006076. 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara I/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan 

Truck dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 32 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.447 batang 

dengan volume sebesar 5.336,92 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Supandi, 

S.Hut dengan Nomor Register 04200002675. 

6. Verifier 

3.2.1.a 

: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 PHPL dapat diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai 

dengan LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total 

SPP DR dan PSDH yang diterbitkan dengan total : 

• DR sebesar US$ 101.546,52 

• PSDH sebesar Rp 497.326.450 

7 Verifier 

3.2.1.b 

: Bukti Setor DR dan/atau PSDH 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank Mandiri dan telah diterima 

sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada 

masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan total : 

- DR sebesar US$ 101.546,52 

- PSDH sebesar Rp 497.326.450 

8 Verifier 

3.2.1.c 

: Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan 

untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Aditya Kirana Mandiri telah sesuai dengan 

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. 
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Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa pembayaran atas DR dan/atau PSDH yang dilakukan oleh 

PT Aditya Kirana Mandiri sudah sesuai dengan tagihan PNBP yang diterbitkan melalui SI-PNBP-

SIMPONI dan sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. 

9 Verifier 

3.3.1 

: Dokumen PKAPT 

Nilai : Not Applicable 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan 

bahwa  Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau 

(PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.  

Dengan demikian, verifier 3.3.1. tidak diterapkan pada Penilikan Ke-4 PHPL PT Aditya Kirana 

Mandiri. 

10 Verifier 

3.3.2 

: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan penjualan 

kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu yaitu sebanyak 2 set dengan tujuan ke luar pulau 

yaitu ke Industri PT Cipta Wijaya Mandiri di Semarang. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar 

(Port Clearence) yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Aditya Kirana Mandiri. 

Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah 

memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera indonesia. 

11 Verifier 

3.4.1 

: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan 

Nomor 019.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh 

LPPHPL/ LVLK PT. Trustindo Prima Karya.  Sertifikat PHPL PT Aditya Kirana Mandiri dengan Predikat 

BAIK berlaku dari tanggal 15 Agustus 2017 s.d. 14 Agustus 2022. 

Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo 

V-Legal bertuliskan “Indonesian LEGAL Wood 019.SPHPL.019-IDN LHPPHPL-019-IDN” dan 

dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan “Indonesian LEGAL Wood 019.SPHPL.019-

IDN LHPPHPL-019-IDN”. 

 

26. Prinsip 4 :  

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 4.1.1 : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada Penilikan Ke-4 PHPL dapat diverifikasi bahwa tidak terdapat perubahan terkait dengan 

dokumen RKL dan RPL satu tahun terakhir dengan kondisi bahwa PT Aditya Kirana Mandiri 

mendapatkan areal IUPHHK-HA merupakan bagian dari areal izin HPH PT Alas Helau sehingga 

dokumen Amdal yang digunakan mengacu kepada penyusunan Amdal PT Alas Helau (Eks-HPH), 

dan hasil verifikasi dokumen diperoleh data sebagai berikut : 

❖ Terdapat Surat Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan, Nomor: 104/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 4 Agustus 1999 perihal 

Penyusunan dokumen AMDAL HPH PT Aditya Kirana Mandiri, yang ditandatangani oleh Ir. 
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Abdul Manan Siregar (NIP 080019100) selaku Direktur Jenderal Perlindungan dan 

Konservasi Alam/Ketua Komisi. Dalam surat tersebut disampaikan hal sebagai berikut: 

- PT Aditya Kirana Mandiri mendapatkan pencadangan areal HPH seluas ± 42.700 Ha 

yang sebelumnya merupakan bagian dari areal HPH PT Alas Helau sesuai Surat 

Menhutbun,  no: 692/Menhut-VI/1999 tanggal 25 Juni 1999 dan ijin HPH sesuai Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, nomor: 862/Kpts-VI/1999 tanggal 12 

Oktober 1999. 

- PT Alas Helau telah menyusun Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), RKL dan RPL yang 

telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL sesuai surat no: 221/DJ-

VI/AMDAL/94 tanggal 21 Februari 1994 dan no: 227/DJ-AMDAL/95 tanggal 15/11/1995. 

- PT Aditya Kirana Mandiri tidak wajib menyusun dokumen AMDAL baru, melainkan 

hanya menyusun dokumen RKL dan RPL saja, sebagaimana disebutkan dalam Surat 

❖ Terdapat dokumen Penyusunan Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH 

PT Aditya Kirana Mandiri di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada Oktober 1999. 

Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa komponen lingkungan yang potensial 

terkena dampak penting adalah: 

- Tanah. Fisiografi lapangan umumnya bergelombang sampai berbukit dengan kelas 

lereng Agak Curam (15-25%), Curam (25-40%) dan bahkan Sangat Curam (≥ 40%). 

Disamping itu, jenis tanahnya juga tergolong agak peka sampai peka terhadap erosi. 

- Habitat Satwa Liar. Pada areal PT Aditya Kirana Mandiri terdapat habitat orangutan dan 

owa-owa yang tergolong langka dan dilindungi. 

- Sosial Ekonomi. Pada areal PT Aditya Kirana Mandiri terdapat tiga desa yang mayoritas 

penduduknya adalah Dayak Punan yang sumber penghidupannya (mata pencaharian) 

dari perladangan berpindah dan hasil hutan. 

❖ Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 1999 dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 1999 PT Aditya Kirana Mandiri. 

2. Verifier 4.1.2.a : Dokumen RKL dan RPL. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada Penilikan Ke-4 PHPL dapat diverifikasi bahwa tidak terdapat perubahan terkait dengan 

dokumen RKL dan RPL satu tahun terakhir. PT Aditya Kirana Mandiri diketahui bahwa 

terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL), yakni: 

1) Terdapat dokumen RKL/RPL PT Aditya Kirana Mandiri yang disusun Fakultas Kehutanan 

IPB dan diprakarsai oleh PT Aditya Kirana Mandiri, pada September 1999 dan mendapat 

persetujuan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan 

Perkebunan, No: 1764/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999. 

2) Dalam dokumen RKL/RPL itu, PT Aditya Kirana Mandiri sebagai pemegang HPH akan 

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan sasaran sebagai berikut: 

a) Kawasan lindung dengan luas 7.921,27 Ha, meliputi: 

- Kawasan lindung, berupa kawasan hutan dengan kelerengan >40% seluas 2.244,02 

Ha dan buffer zone hutan lindung (BZHL) seluas 3.151 Ha. 

- Kawasan perlindungan setempat, berupa sempadan sungai besar (SSB) seluas 

775,90 ha, sempadan sungai kecil (SSK) seluas 878,33 ha, dan kawasan sekitar 

mata air (DMA) seluas 72 ha. 

- Daerah perlindungan plasma nutfah (DPPN) seluas 500 ha dan areal pengungsian 

satwa seluas 300 ha. 

b) Areal tidak efektif untuk produksi seluas 2.100,12 Ha, terdiri atas PUP seluas 700 ha, 

tegakan benih seluas 700 ha, badan sungai seluas 297 ha, serta areal yang 

diperuntukkan sarana dan prasarana pengusahaan hutan (jalan, basecamp/TPK, TPn) 

dan areal kanan- kiri jalan untuk tanaman pohon kehidupan. 

c) Areal efektif untuk produksi meliputi komponen fisik-kimia (erosi tanah, sifat fisik 
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tanah, sifat kimia tanah, sedimentasi, kualitas air), komponen biologi (habitat 

satwaliar, komposisi jenis satwaliar) dan komponen sosial ekonomi budaya 

(pengelolaan lingkungan untuk peningkatan pendapatan masyarakat) 

3) Kegiatan pengelolaan lingkungan yang direncanakan dalam dokumen RKL PT Aditya Kirana 

Mandiri meliputi: inventarisasi hutan (potensi hasil hutan nir kayu, plasma nutfah), 

program HPH Bina Desa, pelibatan masyarakat, pemasangan papan informasi, petunjuk 

dan larangan, pembuatan bak pembuangan oli bekas, penanaman jenis pohon berguna 

setempat, penandaan batas kawasan, penandaan pohon dilindungi, pendidikan dan latihan 

untuk tenaga pengelola, penyuluhan kepada masyarakat, perlindungan hutan (menara 

kebakaran, pos jaga, patroli) serta reboisasi areal non hutan. 

4) Kegiatan pemantauan lingkungan yang direncanakan dalam dokumen RPL PT Aditya 

Kirana Mandiri meliputi: inventarisasi keanekaragaman jenis flora di Kawasan Lindung, 

identifikasi jenis satwa liar, pengukuran riap pohon di PUP, inventarisasi keberadaan 

pohon induk, pengamatan dan pengukuran erosi, serta analisis tanah. 

3. Verifier 4.1.2.b : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan 

sosial 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 

untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL, 

dan hasil telaah Laporan RKL/RPL PT Aditya Kirana Mandiri diketahui bahwa sesuai dengan 

Rencana dan Dampak Penting yang terjadi di lapangan, serta terdapat bukti tanda terima Laporan 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupetan Berau sesuai dengan Dokumen Log Book/ ekspedisi. 

Terdapat Tanda tangan penerima dan Cap basah. 

Terdapat kegiatan dokumentasi lapangan terhadap pelaksanaan RKL dan RPL berupa : 

- Pengelolaan melalui Penandaan Kawasan Lindung 

- Pemantauan Curah hujan menggunakan Ombrometer 

- Pemantauan erosi melalui bak Erosi 

- Pemantauan Debit Air Sungai 

- Pemasangan plang himbauan “Marilah Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan” 

- Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk sampah organik dan anorganik. 

- Pemantauan Aliran Sungai dengan metode SPAS yang berlokasi di Sungai Blu. 

 

27. Prinsip 5 :  

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 5.1.1.a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode audit Penilikan Ke-4 PHPL belum didapatkan perubahan SOP terkait K3 yaitu PT 

Aditya Kiranan Mandiri memiliki SOP K3 dengan No. 001/AKM/SOP-K3/01.13 yang dibuat oleh 

Kepala Bagian Personalia (E. Manrung) dan Diperiksa oleh Kepala Cabang (Rudiansyah, S.Hut) 

serta disetujui oleh Direktur Utama (Ir. H. Djohansyah Ramlie).  

 

Terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas K3 melalui Keputusan Direksi PT 

AKM No. 028/AKM-Ib/12.202 tanggal 5 Desember 2020. Adapun struktur organisasi K3, yaitu 

• Ketua    : Direktur (Ir. Imam Aziz, MBA); 
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• Ketua Harian   : Kepala Cabang (Rudiansyah, S.Hut); 

• Sekretaris   : Supandi, S.Hut; 

• Anggota Tetap   : Mahfur 

• Anggota Tidak Tetap  : Ari Harianto; Wartono; Hasri Aini 

2. Verifier 5.1.1.b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri memiliki peralatan K3 berdasarakan Daftar Sarana dan Prasarana 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) per tanggal 30 Juni 2021. Berdasarkan dokumentasi 

keberadaanya di Lapangan dapat diverifikasi bahwa ketersediaan peralatan K3 PT Aditya Kirana 

Mandiri telah tersedia. Adapun jumlah peralatan K3 selama periode audit, dengan rincian seperti 

pada tabel berikut : 

No Sarana dan Prasarana Jumlah Satuan Kondisi 

1 Pakaian tahan Api 3 Pasang Baik 

2 Helm Pengaman 80 Pcs Baik 

3 Sepatu Boot dan Safety 60 Pasang Baik 

4 Satung tangan biasa 150 Pasang Baik 

5 Sarung tangan Kulit 5 Pasang Baik 

6 Sarung tangan Karet 5 Pasang Baik 

7 Kaacmata Pelindung 14 Pcs Baik 

8 Masker 2 Pack Baik 

9 
Kotak P3K dan Obat-

obatan 

5 Buah 
Baik 

10 APAR 7 Pcs Baik 

11 Mobbil Patroli 1 Unit Baik 
 

3. Verifier 5.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja. Pada pelaksanaan 

audit Penilikan Ke-4 diverifikasi berdasarkan dokumen catatan kecelakaan kerja bahwa pada 

periode Juli 2020 s.d Juni 2021 tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL. 

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Rudiansyah selaku MR didapatkan informasi bahwa PT 

Aditya Kirana Mandir memiliki upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja yaitu melalui 

kegiatan Pelatihan K3 dan Penyuluhan K3 melalui spanduk untuk selalu menerapkan budaya 

penerapan K3 saat bekerja. 

4. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada lingkungan kerja PT Aditya Kirana Mandiri belum terbentuk kepengurusan Serikat Pekerja. 

Namun demikian, pada PT Aditya Kirana Mandiri memiliki kebijakan membebaskan karyawan 

untuk terlibat dalam serikat pekerja yang tertuang pada dokumen Peratuan Perusahaan. Pada 

dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan karyawan. Di 

dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 32 disebutkan bahwa “dalam rangka meningkatkan 

hubungan industrial yang harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha, karyawan/buruh 

dapat membentuk serikat pekerja/buruh di dalam lingkup perusahaan” 
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Dengan demikian, diketahui bahwa Manajemen PT Aditya Kirana Mandiri membolehkan kepada 

karyawannya untuk berserikat dan membentuk Serikat Pekerja sesuai dengan ketentuan undang- 

undang. 

5. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Sesuai dengan hasil verifikasi tentang keberadaan Serikat Pekerja, seperti verifier 5.2.1 bahwa 

pada lingkungan karyawan PT Aditya Kirana Mandiri belum terbentuk Serikat Pekerja, maka bisa 

langsung diketahui bahwa perusahaan tersebut belum memiliki dokumen Kesepakatan Kerja 

Bersama (KKB), sehingga sebagai penggantinya maka PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki 

dokumen Peraturan Perusahaan (PP). 

PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disetujui dan 

disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Kab. Berau 

Nomor: KEP.560/D21.4.KSK tanggal 12 Juli 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT 

Aditya Kirana Mandiri. Masa berlaku Peraturan Perusahaan PT Aditya Kirana Mandiri selama 2 

(dua) tahun sejak pengesahan PP yaitu sejak tanggal 12 Juli 2021 s.d. 12 Juli 2023. 

6. Verifier 5.2.3 : Pekerja yang masih di bawah umur 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Aditya Kirana Madiri tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas 

nama Henok Gadsman dengan jabatan sebagai Kasi KLL Sosial yang lahir di Berau pada tanggal 

16 Desember 2000 dan pada saat audit berusia 20 Tahun 7 bulan. 
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1. 1.1 Baik 3 3

2. 1.2 Sedang 2 3

3. 1.3 Sedang 2 3

4. 1.4 Sedang 2 3

5. 1.5 Baik 3 3

6. 2.1 Sedang 2 3

7. 2.2 Sedang 2 3

8. 2.3 Sedang 2 3

o 2.4 Sedang 2 3

10. 2.5 Baik 3 3

11. 2.6 Sedang 2 3

12. 3.1 Baik 3 3

13. 3.2 Sedang 2 3

14. 3.3 Sedang 2 3

15. 3.4 Baik 3 3

16. 3.5 Sedang 2 3

17. 3.6 Sedang 2 3

18. 4.1 Baik 3 3

19. 4.2 Sedang 2 3

20. 4.3 Sedang 2 3

21. 4.4 Baik 3 3.
22. 4.5 Sedang 2 3

JUMI-AH 51 66

TOTAL NII.AI KINER.'A INDIKATOR
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